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TENTANG
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PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONTTANAK

bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang
perlu membentuk dan menata kembali Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Pontianak;

bahwa berdasarkan evaluasi. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2005
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Pontianak tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan
penataan Pemerintah Daerah;

bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan huruf b diatas, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nonior 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1914 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286);

Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a355) ;

5. Undang-Undang \omor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan rLembaran \egara Republik Lndonesia Tahun 2004
\omor 53, Tanila:an I en.ibaran Negara Republik lndonesia
\omor 4389):

\lenimbang : a.

\lengingat : l.

b.

c.
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6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45a8);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan l,embaran Negara Republik
lndonesia Nomor a438);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a660);

Undang-Undang Nomor 24 fahun2007 tentang Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7T);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentizn Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a2$);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan
Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4428);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 fahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahzur Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aT7);

Peraturan Pemerintah Nomor 4i Tahtur 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor l9 Tahun 2008 tentang Kecamatzur
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan
Lemabaran Negara Repubiik Indonesia Nomor a826);
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

dan
BUPATI PONTIANAK

MEMUTUSKAN :

\'lenetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
PONTIANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

DalaLrn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

?. Pemerintah Daerah adalah Bupati da:r Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara

Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Pontianak.

-+. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah

Otonom untuk mengatur dan mengurus umsan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintah Propinsi kepada Kabupaten dan/atau f)esa serta dari Pemerintah Kabupaten
kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

6. Otonomi Daerzrh adalah hak, kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai

dengan Peraturan Perundang - undangan.
j. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang

mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut praliarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaratrn

Pemerintahan Daerah.

9. Sekretariat Daerah adalah Unsur Staf.

i0. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pontianak.

i i. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daererh adalah Unsur Pelayanan terhadap Dewan
Penvakilan Rakyat Daerah.

11. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Pontianak.

li. Dinas Daerah adalah Unsur Pelaksana Otonomi Daerah yang mempunyai tugas

melaksanakan umsan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan.

1-i. Lentbaga Teknis Daerah adalah Unsur pendukung tugas Bupati yang mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik.

ii. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan

menlelenggaralcan ketentraman dal kelen::a: unurn sena menegakan Peraturan Daerah.



'- :ii Pelaksana Tekls :;' :l Unsur Pelaksana tugas teknis Dinas dan Badan.

Kecamatan atau sebuun iain adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah
Kabupaten

Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di
riilal'ah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya mempe.oieh pelimpahan
ke*.enangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah
dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam
xilavah kerja Kecamatan.

Eselon adalah'['ingkatan Jabatan Stmktural.

.\

BAB II
PEMtsENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

: Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak.

:, Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) meliputi :

I. Sekretariat Daerah; 7
II. Seketariat Dewan Perwakilan Rakvat Daerah: , n "l'{:"' 'l',' 'l' 'Y '' t t 

i'

III. Dina:; Daerah terdiri dari :

i. Dinas Pendidikan'. ,-/ u,

2. Dinas Kesehatan; ,,, i,
3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan T'ransmigrasi; ,-.' t"

4. Dinas Perhubrurgan;

5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; ,,. I '

6. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga; , v
7. Dinas Pekerjaan Umum, ,, -

8. Dinas Perindustrian, Pertambangan dan Energi; ./ ,-.

9. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; t .,'

10. Dinas Pertanian dan Peternakan; ,.., ,t

11. Dinas Perikanan dan Kelautan; v. v
i2. Dinas Perkebunan dan Kehutanan; V i"
13. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.J v'

IV. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :

L lnspektorat Kabupatent t., L

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ' ,z/ v
3. Badan Kepegawaian Daerah; l/ t
4. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; " ,

5. Badan Ketahanan Pangan dan Penanaman Modal; ,

6. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Masyarakat
diin Pemerintahan Desa; L,

7, Badan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana; . ,-.

8. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah; "z v'

9. Kantor Pelayanan Terpadu; ',

10. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;'/ v
I l. Rumah Sakit Umum Daera-h Dokrer Rubini ivfenroawah. r

\'. Satuan I)olisi Pamnn,'Prai,''

VI. Kecantatan :

VII. Keiuraha.n.



BAB IiI
SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun

kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Pasai 5

L'ntuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 4, Sekretariat Daerah

nrenyelenggarakan fimgsi :

a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;

b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;

d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kcdua
Susunan Oreanisasi

Pasal 6

r i t Susunan organisasi Sekretariat Daerarh terdiri dzLri :

a. Sekretaris Daerah;

b. Asisten;
c. Bagian;
d. Sub Bagian;
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

,l I Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (l) tercantum
pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

--.:s:en Sekretariat Daerah terdiri dari :

: .-\sisten I,

: -isisten II;
: . rslsten III.

' Bagian Ketiga
Asisten I

Pasal 8

Asisren I sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a. dipimpin oleh seorang Asisten yang berada
ji ca*'ah dan bertanggung jau'ab kepada Seolre';-'is Daerah.



.{sisten I sebagaimana dirnaksud a1,at (1), mempunl'ai
d 4 ry,_n _m 

e n gk o o r_d_in as i kan p_e nqll_Uqelr d an p e n yu s u n an
br-danf pemCintatran, pirtananan aan hutuni.

tugas membantu Sekretaris Daerah
kebrjakan Pemeiintahan Daerah ai

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2), Asisten I
nrenl'elenggarakan fungsi :

a. Pengkoordinasian perumusan dan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang
pemerintahan yang meliputi tata pemerintahan dan pemerintahan umum;'j. Pengkoordinasian perumusan dan penyrsunan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang
pertanahan yang meliputi tata guna tanah dan pengendalian pertanahan;

J. Pengkoordinasian perumusan dan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang
hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumentasi hukum dan bantuan

j
nuKum;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan
hrngsinya.

Pasal 10

Asisten I sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a terdiri dari :

a. Bagian Pemerintahan;
b. Bagian Pertanahan;
c. Bagian Hukum.

Bagian sebagaimana dimaksud ayat (l) huruf a, huruf b dan huruf c, dipimpin oleh seorang
Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten I.

,,

_1

Bagian Keempat
Bagian Pemerintahan

Pasal I 1

Sarian Pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal l0
:enviapan baharr penyusunan kebijakan Pemerintahirn
e"aiuasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah

-nerintahan umum.

ayat (1) huruf a, mempunyai tugas
Daerah, koordinasi, pemantauan dan
di bidang tata pemerintahan dan

Pasal 12

--;rluk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11, Bagian Pemerintahan
:renr slsnggarakan fungsi :

:. Penyiapan bahan penyusuntm kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan
er aluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang tata pemerintahar;

: Penf iapen bahan pen)'usunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan
er aluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang pemerintahan umum;

: Pelalisanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Asisten I sesuai dengan
:;qas dan fungsinya.

Pasal 13

, Bagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 11, terdiri dari :

a. Sub Bagian Tata Pemerintahan;
b. Sub Bagian Pemerintahan Umum.

- Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian
Pemerintahan.



Bagian Kelima
Baeian Pertanahan

Pasal 14

3::ian Pertanahan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas
::nl iapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan
:l:luasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang tata guna tanah dan
: ::, :endal ian pertanahan.

Pasal 15

--':tuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal
:r:nr glsnggarakan f'ungsi :

14, Bagian Pertanahan

Penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan
er aluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang tata guna tanah;
Penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang pengendalian pertanahan;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Asisten I sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 16

. tsagian Pertanahan sebagaimana dimaksud Pasal 14, terdiri dari :

a. Sub Bagian Tata Guna Tanah;

r. Sub Bagian Pengendalian Pertanahan.

I Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (l) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagizur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian
Pertanahan.

Bagian Keenam
Bagian Hukum

Pasal 17

s':ran Hukum sebagaimana dimasud Pasal 10 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas penyiapan
:::';1 penyusunan kebijakan Pemerintahan l)aerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi
::..isanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang peratuan perundang-undangan,
::,r:-mentasi hukum dan bantuan hukum.

Pasal 1 8

--:.i:k 
rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 17, Bagian Hukum menyelenggarakan

:-.:;si:
: Penviapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dzur

:',alrrasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang peraturan perundang-
:ndangm;

: Penl iapan bahzur pen)'usunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan
313irrasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang dokumentasi hukum;

- Penviapan bahan penlusunan kebr3akan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijalian Pemerintahan Daerah di bidang bantuan hukum;

: Pelaksanaan tugas lain )'ang cibeiia:: r'leii Sekreuis Daerah dan Asisten I sesuai dengan
:uuas da,r fiJnssinva.



Pasal 19

- r Bagian Hukurn sebagaimana dimaksud pasal I7, terdiri dari
a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
b. Sub Bagian Dokumentasi Hukum;
c. Sub Bagian Bantuan Hukum.

li Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (l) huruf 4 huruf b dan huruf c, dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepadi Kepala
Bagian Hukum.

1)

Bagian Ketujuh
Asisten II

Pasal 20

Asisten II sebagaimzura dimaksud Pasal 7 huruf b, dipimpin oleh seorang Asisten yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

Asisten II sebagaimana dimaksud ayat (l), mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah
dalam mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan teUilatcan Pemerintahan Daerah di
bidang perekonomian dan usaha daerah, kesejahteraan rakyat dan pengolahan data
elektronik

Pasal 2l

--ntuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (Z), Asisten II
nenvelenggarakan fungsi :

3 Pengkoordinasian perumusan dan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang
perekonomian dan usaha daerzrh yang meliputi bina sarana perekonomian, bina produksi dai
usaha daerah;

3. Pengkoordinasian perunusan dan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang
kesejahteraan rakyat yang meliputi kebijakan kesejahteraan sosial, kebijakan sosial budaya,
pemuda dan olah raga serta mental spiritual;

.. Pengkoordinasian peruInusan dan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang
pengolahan data elektronik yang meliputi sistem informatika dan pengolahan data;

J. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

rl)

Pasal22

Asisten II sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b terdiri dari :

a. Bagian Perekonomian dan Usaha Daerahl
b. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
c. Bagian Pengolahan Data Elektronik.

Bagian sebagaimana dimaksud ayat (l) huruf a, huruf b dan huruf c, dipimpin oleh seorang
Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Asiitenll.

Bagian Kedelapan
Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah

Pasal 23

tsagian Perekonomian dan Usaha Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (l) huruf a,
nempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah koordinasi,
penanuuan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang bina sarana
pc-rekonomiar. bina produksi dzur usaha daerah.

-)

, -)\



Pasa|24

-';::uk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 23, Bagian Perekonomian dan Usaha
l:erah nrenyelenggarakan fungsi :

. Penf iapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang bina sarana perekonomian;

: Pen,viapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang bina produksi;

: Penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan
er aluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang usaha daerah;

: Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Asisten II sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 23, terdiri dari :

a. Sub Bagian Bina Sarana Perekonomian;
r. Sub Bagian Bina Produksi;
c. Sub Bagian Usaha Daerah.

I Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bagian Perekonomian.

Bagian Kesembilan
Bagian Kesejahteraan Rakyat

Pasal 26

3:gian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (l) huruf b, mempunyai
--;5 penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan

-;:i,:asi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang kebijakan kesejahteraan sosial,
,.::i;akan sosial buday4 pemuda dan olah raga serta mental spiritual.

Pasal27

-.:.:':k melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 26, Bagian Kesejahteraan Rakyat
:. ::1 el enggarakan fi,rngsi :

. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang kebijakan kesejahteraan
sosial;

- Peni'iapan bahan penlusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, kclordinasi, pemantauan dan

evaluasi peiaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang kebijakan sosial budaya,
pemuda dzur olah raga;

: Pen1,'iapzur bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan

:r aluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang mental spiritual;

: Pelaksanaan rugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Asisten II sesuai dengzui

:uqas dan funssinva.

Pasal 28

tsagian Kesejahteraan Ralil'at sebagaimana dimalisud Pasal 26, terdiri dari :

a. Sub Bagian Kebijahan Kese-ia,'iieraan Su-rs:al:

r. Sub Bagian Kebrjakan Sosial Bu::11 ?enuia fun Olah Raga;

;. Sub Baeian \fental Srril',:a."



', Sub Bagian sebagaimana rjimalisud ayat (l) huruf a" huruf b dan huruf c, dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bagian Kesej ahteraan Rakl'at.

Bagian Kesepuluh
Bagian Pengolahan Data Elektronik

Pasal 29

3"gian Pengolahan Data Elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (l) huruf c,
:ienrpunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi,
:.emantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang sistem
.n;brmatika dan pengolahan data.

Pasal 30

L-ntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal29, Bagian Pengolahan Data Elektronik
:ren1'elenggarakan fungsi :

, Penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakm Pemerintahan Daerah di bidang sistem informatika;

:. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan

eraluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang pengolahan data;

: Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Asisten Ii sesuai dengan
tusas dan fungsinya.

Pasai 3 I

^ , Bagian Pengolahan Data Elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 29, terdiri dari :

a. Sub Bagian Sistem Informatika;

b. Sub Bagian Pengolahan Data.

l, Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian
Pe ngolahan Data Elektronik.

Bagian Kesebelas
Asisten III

Pasal 32

^ ,\sisten III sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c, dipimpin oleh seorang Asisten yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

'l r Asisten Ill sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah
dalam mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah di
bidang organisasi, administrasi, nunah tangga dan protokol serta humas.

Pasal 33

i-'ntuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat 2, Asisten III
:ren1'elenggarakan fungsi :

;. Pengkoordinasizur perumusan dan penlusunan kebrjakan Pemerintahan Daerah di bidang
o rganisasi yan g me l iputi ke l eniba gaa.n. ke tatai aksanaan dan pengemban gan kinerj a;

':. Pengkoordinasian p€rumuSa:r l.: :€:j:s-i:an kebijalan Pemerintahan Daerah di bidang
administrasi i'ang melipu:: i?':':-i€i-.:;-. !^::::;:'.r:ia:i perencanaan dan keuangan, sandi
Ca.r telekoraunikasi:



I

Pengkoordinasian peR.lmusan dan penyusunan kebrjakan Pemerintahan
rumah tangga dan prorokol 1,ang meliputi rumah tangga dan protokol;
Pengkoordinasian perumusan dan penyusunan kebijakan Pemerintahan
humas yang meliputi pengumpulan informasi dan pemberitaan;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai
tunesinva.

Daerah di bidans

Daerah di bidang

dengan tugas dan

lr

Pasal 34

.A.sisten III sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c, terdiri Cari :

a. Bagian Organisasi;
b. Bagian Administrasi;
c. Bagian Rumah Tangga dan Protokol;
d, Bagian Humas.

Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, hr.ruf b, huruf c dan huruf d, dipimpin oleh
seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten III.

_t

Bagian Keduabelas
Bagian Organisasi

Pasal 35

3aEian Organisasi sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) hu.ruf a, mempunyai tugas penyiapan
::hart penyusunan kebijakan Pemerintahan l)aerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi
:elaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan
:':: iem ban gan kinerj a.

Pasal 36

--::uk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 35, Bagian Organisasi
::nvslsnggarakan fungsi :

:. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang kelembagaan;

: Penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang ketatalaksanaan;

: Penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan
er aluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang pengembangan kinerja;

r Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Asisten III sesuai densan
iugas dan fungsinya.

Pasal 37

. Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud

:. Sub Bagian Kelembagaan;

:. Sub Bagian Ketatalaksanaan;

;. Sub Bagian Pengembangm Kinerja.

- Sub Bagian sebagaimana dimaksud ai at
seorans Kepala Sub Bagian )'ang temJ3
Sasian Orsanisasi.

Pasal 35, terdiri deri :

(l ) huruf a. huruf b dan huruf c, dipimpin oleh
ci bauah dan bertanggungjawab kepada Kepala



Bagian Ketigabelas
Basian Administrasi

Pasal 38

:=:a:: Administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) hurf b, mempunyai tugas
:::."iapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantawm dan
.. - .:asi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang tata usaha dan kepegawaian
i,,.::nriat Daerali, perencanaan dan keuangan Sekretariat Daerah, sandi dan telekomunikasi.

Pasal 39

--:.:-i 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 38, Bagian Administrasi

:.::1 elenggarakan fungsi :

. Pen,'-iapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan
evaluasi pelakszuraan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang tata usaha dan kepegawaian
Seketariat Daerah;

: Penf iapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan dan keuangan
Sekretariat Daerah;

: Peny'iapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan
er aluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang sandi dan telekomunikasi;

: Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Asisten lll sesuai dengan
:uras dan funssinva.

Pasal 40

Bagian Adminstrasi sebagaimana dimaksud Pasal 38, terdiri dari :

:. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
r. Sub Bagian Perencanaan dzur Keuangan;
c. Sub Bagian Santel.

I Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (l) huruf a, huruf b dan huruf c, dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bagian Administrasi.

Bagian Keempatbelas
Bagian Rumah Tangga dan Protokol

Pasal 4i

3";ren Rumah Tangga dan Protokol sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat" (l) huruf c,
-.-':rpun)'ai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi,
:'::r:lntauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang rumah tzurgga
:':.:lotokOl.

Pasal 42

,':,:uk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 41, Bagian Rumah Tangga dan
P:.- ioko/ menyelenggarakan fi.rngsi :

:, Penf iapan bahan penflsunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan
er aluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang rumah tangga;

: Peny'iapan bahan pen)usunan kebijalian Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemeir:ahan Daerah di bidang protokol;

: Pelaksanaan tugas lain )ang c::a::i- :.:: Se.*e::ns Daerah dan Asisten III sesuai dengan
:uras dan tungsinra.



Pasal 43

Sagian Rumah Tangga dan Protokol sebagaimana dimaksud Pasal 41 terdiri dari :

'. Sub Bagian Rumah Tangga;

:. Sub Bagian Protokol.

- >ub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh seorang

Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian
3.umah Tangga dan Protokol.

Basian Kelimabelas
-Bagian 

Humas

Pasal 44

:.:."r Humas sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas penyiapan

::--:: penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi

:,. ,-isanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang pengumpulan informasi dan pemberitaan.

Pasal 45

- -.*l melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 44, Bagian Humas menyelenggarakan
-t,-:si 

:

. ?enl iapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan

:', aluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang pengumpulan informasi;

: Penl iapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan

:', aluasi peiaksanaan kebijakan Pemerintahzur Daerah di bidang pemberitaan;

- Peiaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Asisten III sesuai dengan

:.lqas dan fungsinya.

Pasal 46

3agian Humas sebagaimana dimaksud Pasal 44, terdiri dari :

". Sub Bagian Pengumpulan lnformasi;

:. Sub Bagian Pemberitaan.

- Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (l) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh seorang

Lepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggulg jawab kepada Kepala Bagian
iiumas.

BAB IV
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Kesafu
Kedudukan,'fugas Pokok dan Fungsi

Pasal 47

)er;erariat Deuan Peru'akilan Ralil'at Daerah merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.

- S:irerariat De*arr Peniaiiilan Raiilat Daera-h dtpimpin oleh seorang Sekretaris yalng secara

::iris operasional berada Ci bariar J:; bei'laneeungiarvab kepada Pimpinan DPRD dan

:::a:a administratif benr,'il'*:: :',r:: ;:::":: B,i:ali rielalui Sekretaris Daerah.



Pasal 48

S:.retariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi
,::selsetariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tuges dan fi.rngsi DPRD, dan
:.::"ediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai
:. Jrtafipusn keuangan daerah.

Pasal 49

'- ::trk nrelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 48, Sekretariat DPRD
;, :nt'elenggarakan fungsi :

. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
: Penr,elenggaraanadministrasi keuanganDPRD;
- Penl'elenggaraan rapat-rapat anggota DPRD;
: Peny'ediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 50

. Susunan organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :

a. Sektetaris DPRD;
:. Bagian Rapat,Risalah dan Persidangan terdiri dari :

I ) Sub Bagian Rapat dan Risalah;
:) Sub Bagian Persidangan;

;. Bagizrn Umum terdiri dari :

1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
2) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
3) Sub Bagian Humas, Dokumentasi dan Perpustakaan.

J. Bagian Keuangan terdiri dari :

(l) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
(2) Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan.

.'. Kelompok Jabatan Fungsional.

i Bagan susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud ayat (l) tercantum
pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
DINAS DAERAH

Bagian Kesatu
Dinas Pendidikan

Pasal 5 1

D:nas Pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat(2) huruf C angka l, dipimpin oleh

'1-L)rang 
Kepala Dinas y'ang berada di ba*'ah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

- Dinas Pendidikar mempun\ai luga. me,aisa-nakan r-rrusan di bidang pendidikan berdasarkan
3SaS Oi.onomi dan tusas 0enbalt-.:a:..



Pasal 52

- .-.:jt melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (2), Dinas Pendidikan
-::'.elEpggarakan fungsi : '
: Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
- ?:nr elenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;

- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan;
: Peiaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 53

' 
Susunan organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 5i ayat (l), terdiri dari :

:. Kepala Dinas;

:. Sekretariat terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum;
l) Sub Bagian Kepegawaian;
i) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

c. Bidang Pendidikan TK dan SD terdiri dari :

1) Seksi Kurikulum, Pembinaan Kesiswaan dan Tenaga Pendidikan TK dan SD;
2) Seksi Sarana dan Prasarana TK dan SD.

l. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama terdiri dari :

1) Seksi Kurikulum, Pembinaan Kesiswaan dan Tenaga Pendidikan SMP;
l) Seksi Sarana dan Prasarana SMP.

e Bidang Pendidikan SMA dan SMK terdiri dari :

i) Seksi Kurikulum, Pembinaan Kesiswaan dan Tenaga Pendidikan SMA dan SMK;
2l Seksi Sarana dan Prasarana SMA dan SMK.

:-. Bidang Pendidikan Luar Sekolah terdiri dari :

1) Seksi Pendidikan Masyarakat;
7) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

:. Kelompok Jabatan Fungsional.

- Bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (l ) tercantum pada
I ampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan

Pasai 54

. Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf C angka 2, dipimpin oleh
ieorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

- Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan u.nlsan di bidang kesehatan berdasarkan
.1-ias otonomi dan fugas pembantuan.

Pasal 55

-:-\ melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayal (2), Dinas Kesehatan
- j:'.clenggzualian tlngsi :

. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan:
- i):urelenggaraalt u-l-usa:i pemerintahan dan pelar6arl ultuln di bidang kesehatan;

- Pr'mbrinaan da,r pel.ks::r:.er lugas di bidang kc.scha':;l:

- ?:lalisa.raan luri-i -:-: "-g:ibenkan oleh Bu:::: ::-.::: dengarr tugas dan funesini'a.



Pasal 52

-,':.:rk 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (2), Dinas Pendidikan

:::', elenggarakan fungsi : '

' Ferumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
^ Penrelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;

- Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan;
: Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 53

Susunan organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (l), terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat terdiri dari :

l) Sub Bagian Umum;
2) Sub Bagian Kepegawaian;
i) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

c. Bidang Pendidikan TK dan SD terdiri dari :

1) Seksi Kurikulum, Pembinaan Kesiswaan dan Tenaga Pendidikan TK dan SD;
2) Seksi Sarana dan Prasarana TK dan SD.

i. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama terdiri dari :

1) Seksi Kurikulum, Pembinaan Kesiswaan dan Tenaga Pendidikan SMP;
l) Seksi Sarana dan Prasarana SMP.

e Bidang Pendidikan SMA dan SMK terdiri dari :

1) Seksi Kurikulum, Pembinaan Kesiswaan dan Tenaga Pendidikan SMA dan SMK;
2l Seksi Sarana dan Prasarana SMA dan SMK.

:. Bidang Pendidikan Luar Sekolah terdiri dari :

1) Seksi Pendidikan Masyarakat;
2) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- Bagzur susunB.n organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (l) tercantum pada
I-ampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan

Pasal 54

. Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf C angka 2, dipimpin oleh
>eorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertzurggungjawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

- Di:ias Kesehatan mempunyai rugas melaksanakan urusan di bidang kesehatan berdasarkan
i-ias otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 55

' :.*i melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (2), Dinas Kesehatan
- r:.'.-ienggarakan fungsi :

" Perumusan kebijakan teknis di bidang keseharan:
- i):lreienggaraan urusan pemen:::La:i :t:. :c.ai::,ar uI'nutn di bidiurg kesehatan;

- Pr-nbinaan dan pc'laksanaan'lu;a-. :i : : J-:--.s,::s.-:.r::-::

- :':l:ksanaan tugas IaLn ran;::::e::':- - =:. 
:,-::: >:s-". Jengan tugas dan funqsinl'a.



Pasal 56

. Susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (1), terdiri dari:

:. Kepala Dinas;
':. Sekretariat terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum;
2) Sub Bagian Kepegawaian;
3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

;. Bidang Sarana, SDM dan Informasi Kesehatan terdiri dari :

1) Seksi Sarana dan Prasarana;
2) Seksi Pengembangan SDM Kesehatan;
3) Seksi lnformasi Kesehatan.

:. Bidmg Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari :

1) Seksi Pengendalian Penyakit;
l) Seksi Penyehatan Lingkungan;
j.t Seksi Imunisasi dan Survailans

:. Bidarrg Bina Kesehatan Masyarakat dan Farmasi terdiri dari :

1) Seksi Promosi Kesehatan;
2) Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman;
3) Seksi Peran Serta Masyarakat.

:. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Gizi terdiri dari :

i) Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
2) Seksi Perlindungan dan Pemeliharaan Kesehatan;
3) Seksi Gizi.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

:.. Kelompok Jabatan Fungsional.

- 3agan susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada

-ampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 57

)inas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf
: angka 3, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan
r e r"Lan g gun gj awab kepada Bupati melal ui Sekretari s Daerah.

- )inas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi nnempunyai tugas melaksanakan urusan di
:idang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas
:r'nbantuan.

Pasal 58

- -.-.* melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 57 ayat (2), Dinas Sosial, Tenaga Kerja

--: I :a-i.snr i grasi menyel en ggarakan fun gsi :

. ?ciumusan kebijakan teknis di bidang sosial, tenaga kerja dtrn transmigrasi;
- l::relenggaraan urusan pemerintahan dan pelay'anan umLrm di bidang sosial, tenaga kerja

...:-:13nsmirtrasi:

- ;'e:roinaan dan pelaksanaan tugas Ci 'lid.a"rg sosiai. ienasa kerja dan transmigrasi;

- r.'l:ksaltaen Luga.s lain yang iit'c::i<::.,. :: iJ:.:::i srsiiai dengan tugas dan fungsinya.



Pasal 59

" Susr.rnan organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud
Pasal 57 ayat (l), terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

r. Sekretariat terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum;
l) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

;. Bidang Sosial terdiri dari :

1) Seksi Kesejahteraan Sosial;
2) Seksi Bimbingan Sosial.

c. Bidang Transmigrasi, Latihan dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari :

1) Seksi Transmigrasi;
2) Seksi Latihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
3) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja.

e. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja terdiri dari :

1) Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja;
2) Seksi Hubungan Pengawasan Ketenagakerjaan.

:. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- Bagan susunan organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana
iimaksud ayaL (l) tercantum pada Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak
::r-pisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Dinas Perhubunsan

Pasal 60

Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf C angka 4, dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Seketaris Daerah.

- Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang perhubungan
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 61

--::.t 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 60 ayat (2), Dinas Perhubungan

: ::.1 elenggarakan fungsi :

, Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan dan telekomunikasi;
- Penl'elenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umurn di bidang perhubungan dan

::le komunikasi:
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan dan telekomunikasi;

- Pelal;.sanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 62

. Susunan organisasi Dinas Perhubunga.n sebagainrana dimaksud Pasal 60 ayat (1), terdiri
iari:
a. Kepaia Dinas:
'0. Sei<retanat terdiri dari .

1.1 Sub Bagian Umr::r.
l'r Sub Bagian Peren;i:-'-'--. :-. r:---.1:--.



c. Bidang Lalu Linras dan .{ngkutan Jalan terdiri dari :

1) Seksi Angkutan Jalan;
2) Seksi Keselamatan Lalu Lintas Jaian.

:. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari :

1) Seksi Pembangrinan;
l) Seksi Pemeliharaan.

:. Bidang Angkutan Perairan, Udara dan Telekomunikasi terdiri dari :

1) Seksi Angkutan Sungai dan Penyeberzurgan;
2) Seksi Angkutan Laut, Udara dan Telekomunikasi.

:. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
r. Kelompok Jabatan Fungsional.

- Sagan susunan organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud ayat (l) tercantum
:ada Lampiran VI dzur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 63

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf C
lgka 5. dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab
i.:epada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang
i::pendudukan dan catatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 64

- rr-rr melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (2), Dinas Kependudukan dan

--:'::rn Sipil menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil;
- ?en1'elenggaraan umsan pemerintahan dan pelayanan unum di bidang kependudukzur dan

caratan sipil;
: ?embinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan catatan sipil;
: ?:laksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 65

S:sunan organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 63
:'. ai ( 1 ), lerdiri dari :

:. Kepala Dinas;

: Sekretariat terdiri dari :

I ) Sub Bagian Umum;
It Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

: Bidang Administrasi Kependudukan terdiri dari :

1 ) Seksi Pendaftaran Penduduk;
l) Seksi Data dan Informasi Kependudukan.

: Bidang Catatan Sipil terdiri dari :

:) Seksi Pelal'anan Akta:
I i Seksi Penl impanan dan Perubahan.

:l Unit Pelaksana Teknis Dina> TUPTD):

:-. Kelompok Jabatan Fi:::gsiu-rnal.



I r Bagan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud
a1'at (1) tercantum pada Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Pasal 66

I , Dinas Pariwisat4 Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud Pasal2 ayat
(2) huruf C angka 6, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

I Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan
urusan di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olah raga berdasarkan asas otonomi
dan tugas pembantuan.

Pasal 67

--:.:uk 
meiaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (2), Dinas Pariwisata,

{:budayaan, Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi :

. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olah raga;
: Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umuln di bidang pariwisata"

kebudayaan, pemuda dan olah raga ;
: Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olah raga;
: Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 68

. Susuran organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana
dimaksud Pasal 66 ayat (1), terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum;
2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

c. Bidang Pariwisata terdiri dari :

1) Seksi Pengembangan dan Promosi Pariwisata;
2) Seksi Bina Usaha Pariwisata.

d. Bidang Kebudayaan;
l) Seksi Pengembangan Seni Budaya;
2) Seksi Pembinaan dan Pemeliharaan Tempat Bersejarah.

e. Bidang Pemuda dan Olah Raga;
1) Seksi Kepemudaan;
2) Seksi Olah Raga.

i Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

l. Kelompok Jabatan Fungsional.

- Bagan susunan organisasi Dinas Pariw'isata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga

sebagaimana dimaiisud a,vat (1) tercantum pada Lampiran VIII dan merupakan bagian yang
:;;ak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Bagian Ketujuh
Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 69

. r Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf C angka 7, dipimpin
oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

-, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan umsan di bidang pekerjaan umum
vang meliputi bina margq cipta karyq sumber daya air, kebersihan dan pertamanan

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 70

'- n:uk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat (2), Dinas Pekerjaan Umum
:,envelenggarakan fungsi :

: Pen,velenggaraal urusan pemerintahan dan pelayanan umrun di bidang pekerjaan umum;

: Pembinaan dan pelaksanazul tugas di bidang pekerjaan umum;

: Pelaksanaan tugas lain yang diberikzur oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 71

. Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat (1), terdiri
dari :

.r. Kepala Dinas;

b'. Sekretariat terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum;
2) Sub Bagian Kepegawaian;

3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

c. Bidang Bina Marga terdiri dari :

1) Seksi Pembangunan;

2) Seksi Pemeliharaan.

d. Bidang Cipta Karya terdiri dari :

1) Seksi Perumahan dan Permukiman;

2) Seksi Tata Kota dan Bangunan.

e. Bidang Sumber Daya Air terdiri dari :

1) Seksi Irigasi dan Air Baku;
2) Seksi Pengembangan Daerah Rawa dan Pantai.

: Bidang Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :

1) Seksi Kebersihan;

2) Seksi Pertamanan.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

:. Kelompok Jabatan Fungsional.

:. Bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud ayat (l)
:3rcu1nrm pada Lampiran IX J,a:::e:up:kil bacirx rang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.



Bagian Kedelapan
Drna.' Perindustrian, Pertambangan dan Energi

Pasal 72

Dinas Perindustrian, Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayar (2) huruf
C angka 8, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan
'certanggungj awab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- Dinas Perindustrian, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan urusan di
'oidang perindustrian, pertambangan dan energi berdasarkan asas otonomi dan tugas

;embantuan.

Pasal 73

- 
:.:r,:,i meiaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 72 ayat (2), Dinas Perindushian,

.::-::lbangan dan Energi menyelenggarakan fungsi :

: Pemmusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, pertambangan dan energi;

: Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian,

rertambangan dan energi;

- Pe mbinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, pertambangan dan energi;

: Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 74

. Susunan organisasi Dinas Perindustrian, Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud

?asal72 ayat (l), terdiri dari :

.. Kepala Dinas;

:. Sekretariat terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum;
2) Sub Bagian Perencrnaan dan Keuangan.

;. Bidang Industri terdiri dari :

i ) Seksi Industri Kecil;
2) Seksi industri Menengah dan Besar.

:. Bidang Pertambangan dan Energi terdiri dari :

1) Seksi Pertambangan Umum;
2) Seksi Energi.

c. Unit Pelaksana Teknis Dinas flJPTD);
:. Kelompok Jabatan Fungsional.

i Sagan susunan organisasi Dinas Perindustrian, Pertambangan dan Energi sebagaimana

::rriaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

iari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 75

. )inas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud Pasal 2

:r ai (2) huruf C angka 9. dipimpin oleh seorang Kepala l)inas yang berada di bawah dan

rcrtarlggungjauab kepada Bupati melalui Sekreuuis Daerah.

- Dinas Perdagangan. Koperasi, Usaha Kecil dan \{enengah mempunyai tugas melaksanakan

*rnsan di bidang per,lagar:gan. koperasi, usaha mikro. kecil dan menengah berdasarkan asas

. tor)trrj Jln tul.l-. ;<::.tt^:'jl-1.



Pasal 76

,-:-:uk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (2), Dinas Perdagangan,
r.-:erasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi : -

= Perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan
menengah,

. Penvelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan tunum di bidang perdagangan,
ioperasi,usaha mikro, kecil dan menengah;

: Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan
nenengah;

: Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal77

. Susunan organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana
limaksud Pasal 75 ayat (l), terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
'r. Sekretariat terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum;
2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

c. Bidang Perdagangan terdiri dari :

1) Seksi Bina Usaha Perdagangan dan Pembinaan Pasar;
2) Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen;

J. Bidang Koperasi terdiri dari :

l) Seksi Bina Usaha dan Permodalan Koperasi;
2) Seksi Kelembagaan;

e. Bidang Usaha Kecil, Menengah dan Promosi terdiri dari :

1) Seksi Bina Usaha dan Promosi;
2) Seksi Permodalan Usaha Kecil dan Menengah;

:. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

g. Keiompok Jabatan Fungsional.

i tsagan susunan organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran XI dan merupakan bagian yang
:idak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Pertanian dan Peternakan

Pasal 78

. Dinas Pertanian dan Petemakan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat(2) huruf C angka 10,
Jipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pertanian
ian peternakan yang meliputi tanaman pmgil, holtikultura, peternakan dan kesehatan
hewan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 79

'-::uk melaksanakan tuga- sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (2), Dinas Pertanian dan
i :::nakan menl elenggarakr: :.ngsi :



' Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan peternakan;
: Penl elenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umun di bidang pertanian dan

peternakan;
: Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian dan peternakan;
:. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 80

. ' Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Peternzrkan sebagaimana dimaksud Pasal 78
avat (1), terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum;
2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

c. Bidang Tanaman Pangan terdiri dari :

1) Seksi Produksi Pangan;
2) Seksi Perlindungan Tanaman Pangan;
3) Seksi Kelembagaan Petani Pangan.

d. Bidang Tanaman Holtikultura terdiri dari:
I ) Seksi Produksi Holtikulnrra;
2) Seksi Perlindungan Tanaman Holtikultura;
3) Seksi Kelembagaan Petani Holtikultura.

e. Bidang Petemakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari :

i) Seksi Produksi Petemakan;
2) Seksi Kesehatan Hewan;
3) Seksi Kelembagaan Petani Temak.

i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

g Kelompok Jabatan Fungsional.

', Bagan susunan organisasi Dinas Pertanian dan Petemakan sebagaimana dimaksud ayat (l)
tercantum pada Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Perikanan dan Kelautan

Pasal 8l

. , Dinas Perikanan dan Kelautan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf C angka I 1,
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungiawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

I I Dinas Perikanan dan Kelautan mempu.nyai tugas melaksanakan urusan di bidang perikanan
dan kelautan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 82

--ntuk melaksanakan rugas sebagaimana dimaksud Pasal 81 ayat (2), Dinas Perikanan dan
l{e1 autan menyelenggarakan fungsi :

r. Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan dan kelautan;'r. Penl'elenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perikanan dan
kelautan I

.r. Pelaksanaan tugas lain 1'ang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fi.ngsinya.



Pasal 83

S*runan organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan sebagaimana dimaksud Pasal 8l ayat (1),
::::iri dari :

. Kepala Dinas;

Sekretariat terdiri dari :

I r Sub Bagian Umum;
-. ; Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

: Sidang Perikanan Tangkap terdiri dari :

. , Seksi Produksi Perikanan Tangkap;
I r Seksi Bina Usaha Perikanan Tangkap.

: tsiCang Perikanan Budi Daya terdiri dari :

r r Seksi Produksi Perikanan Budi Daya;
l, Seksi Bina Usaha Perikanan Budi Daya.

: tsidang Pengembangan Pesisir dan Kelautan terdiri dari :

i ' Seksi Pengembangan Wilayah Pesisir;
l, Seksi Sumber Daya Kelautan.

:' --nit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

- Kelompok Jabatan Fungsional.

- 3::a:r susunan organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan sebagaimana dimaksud ayat (l)
-:::3tttlrrl pada Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
l=::ah ini.

Bagian Keduabelas
Dinas Perkebunan dan Kehutanan

Pasal 84

.:.li F'erkebunan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf C angka 12,
-:::pin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
: -:zii melaiui Sekretaris Daerah.

- .- ":-:-' Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang
:::-.'eburan dan kehutanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 85

-'-'" ::ilaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 84 ayat (2), Dinas Perkebunan dan
' : - - _11r. menl'elenggarakan fungsi :

J;:;rusan kebijakan teknis di bidang perkebunan dan kehutanan;
:---''eienggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan unum di bidang perkebunan dan
::- - *1XaI1,

::.:inaan dan pelaksanaan tugas di bidang perkebunan dan kehutanan;
: 1'.s3naan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 86

-:-:,.tji organisasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud Pasal 84 ayat
. :e:iiri dari :

{::ala Dinas;

Se.rretariat terdiri dari :

. Sub Bagian Umum:
I Sub Bagian Perencanaa:: ;a. l{:-:::::-:



c. Bidang Perkebunan terdiri dari :

1) Seksi Produksi Perkebunan;
2) Seksi Bina Usaha Perkebunan;
3) Seksi Pengolahan dan Pen-rasaran Hasil.

d. Bidang Kehutanan terdiri dari :

I ) Seksi Produksi dan Usaha Kehutanan;
2) SeksiRehabilitasi Hutan dan Lahan:
3) Seksi Penataan dan Pengembangan Kawasan.

e' Bidang Perlindungan Tanaman Perkebunan dan Kehutanan terdiri dari :

1) Seksi Perlindungan Tanaman perkebunan;

2) Seksi Pengamanan dan Peredaran Hasil Flutan.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UpTD);
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- t Bagan susunan organisasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud ayat (l)
tercantum pada Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan
Daerah ini.

D i n as pendapatan, ?::fJi ff 
,rf#lf- 

dan A set Daerah

Pasal 87

- Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pasal 2
at'at (2) huruf C angka 13, dipimpin oleh seorturg Kepala Dinas yang berada di bawah dan
bertaur ggun gj awab kepada B upati me lal ui S ekretaris Daerah.

- Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud ayat (l),
mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan
aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 88

- ::-:k melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (2), Dinas pendapatan,
:..gelola Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

' Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan aset
daerah;

: Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan runum di bidang pendapatan,
:engelolaan keuangan daerah dan aset daerah;

- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan

":et daerah;
: ?elakszuraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 89

Susunan organisasi Dinzts Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana
iimaksud Pasal 87 ayat (1), terdiri dari :

,. Kepala Dinas;

:. Sekretariat terdiri dari :

l) Srrb Ragian {Jmtrnr;
I t Srrb llrrgiirrr Kc1,,*glrraiarr.
i) Sub Bagian Perencana:,n Ca: Keua:-,gan.

. llitlarrg l)crriluputrur tc:i.:-: ..,1-r.

l) Seksi Pajak Daera;:
It Seksi ltcrribrrsi ,l.rr: l::...-. .- ' ,... .., 

:

.1) Scksr Dura l)cni::b::.--



d. Bidang Anggaran da:l penarausahaan terdiri dari ;

1) Seksi Anggaran:
2) Seksi Penarausahaan I;
3) Seksi Penarausahaan II.

e. Bidang Aset Daerah terdiri dari :

1) Seksi Analisa Kebutuhan;
2) Seksi Inventarisasi;
3) Seksi Penghapusan.

f. Bidang Akuntansi terdiri dari :

1) Seksi Pembukuan Pendapatan;
2) Seksi Pembukuan Pengeluaran;
3) Seksi Pelaporan.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UpTD);
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

I r Bagan susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran XV dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 90

' ' Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan melalui analisis beban
kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

I Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh
Camat.

-: Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau
beberapa Kecamatan.

: Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari I (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok
iabatan fungsional.

BAB VI
LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian Kesatu
Inspektorat Kabupaten

Pasal 9i

. Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf D angka l, dipimpin
cieh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung t epaaa
Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

- Inspekrorat Kabr.rpaten sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai tugas melakukan
f,engawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten, pelaksanaan
:embinaan atas pen)'elenggaraan pemerintahan desa dan pelaksara:ur urusan pemerintahan
icsa.

?:-.a; 9l



s Perencanaanprogramp€nga\\'asan;
'r. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
r. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
*. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasai 93

I ' Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 9l ayat (1), terdiri
dari :

a. Inspektur;

b. Sekretariat terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum;
2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
1) Seksi Pengawasan Bidang Pembangunan;
2) Seksi Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.

d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
l) Seksi Pengawasan Bidang Pembangunari;
2) Seksi Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.

e. lnspektur Pembantu Wilayah III;
1) Seksi Pengawasan Bidang Pembangunan;
2) Seksi Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.

t'. Kelompok Jabatan Fungsional.

- Bagan susunan organisasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum
pada Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.

Bagian Kedua
Badan Perencanaan Pembansunan Daerah

Pasal 94

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf D
:ngka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab
.<epada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- 3adan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai
:;:as melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan
::mbangunan daerah, statistik, bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 95

-:-* melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 94 ayat (2), Badan Perencanaan
: . :- :3.nsunan Daerah menyeienggarakan fungsi :

- ?er,musan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik,
:e nel iti an dan pengembangan;

- ?ergkoordinasian pen)'usunan perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian dan
->nL-;n1hrno2n'

- ?enbinaan dan pelaksanaan iu:'. -' ::Ja:.g perencanaan pembangunan daerah, statistik,
-.--clitien den nenoernhan r"-'

: ?eiaksanaarl tugas lain rarg;i:-e::::-. -.:-. 3-:::: sesJti dengan tugas dan fungsinya.



I,asal 96

Susunan orgzurisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud
Pasal 94 ayat (l), terdiri dari :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat terdiri dari :

I ) Sub Bagian Umum;
2) Sub Bagian perencanaan dan Keuangan;

c. Bidang Ekonomi terdiri dari :

1) Sub Bidang Ekonomi I;
2) Sub Bidang Ekonomi II.

.i. Bidang Sosial Budaya terdiri dari :

1) Sub Bidang Pendidikan, Agama dan Kesehatan;
2) Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial.

e. Bidang Fisik, Prasarana dan Tata Ruang terdiri dari :

l) Sub Bidang Fisik dan prasarana;

2) Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
i. Bidang Pengendalian, Statistik da'Litbang terdiri dari :

1) Sub Bidang Pengendalian;
2) Sub Bidang Statistik dan Litbang,

g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UpTB);
;r. Kelompok Jabatan Fungsional.

- tsagan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud
riat (l) tercantum pada Lampiran XVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 97

3.dan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayar (2) huruf D angka 3,
:i:impin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab li-epada
3';pati melalui Sekretaris Daerah.

- 3adan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud ayat (l), mempgnyai tugas
::eiaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di. bidang- kepegawaian
:3efan.

Pasal 98

- - - -i melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (2), Badan Kepegawaian
, ::::: rrenyelenggarakan fungsi :

. ?e:umusan kebijakan teknis di bidang perencanaan kepegawaian daerah;- l':nberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian
- -. s-e h.

- l:nbinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian daerah;
: -:.aksanaarr tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasai 99

:-:unan organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pasal 97 ayat (1),
:'--:c,iri dari :



a. Kepala Badan:

b'. Sekretariat terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum;
2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

c. Bidang Pengadaan, Mutasi dan Kepangkatan Pegawai terdiri dari :

1) Sub Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai;
2) Sub Bidang Kepangkatan Pegawai.

d. Bidang Pembinaan, Pensiun dan Informasi Pegawai terdiri dari :

1) Sub Bidang Pembinaan Disiplin, Kesejahteraan dan Pensiun Pegawai;
2) Sub Bidang Informasi Pegawai.

e. Bidang Pengembangan dan Pendayagunaan Aparatur terdiri dari :

1) Sub Bidang Pendidikan Reguler, Penjenjangan dan Teknis Fungsional;
2) Sub Bidang Jabatan Struktural dan Fungsional.

f. tinit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

li Bagan susunan orgmisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud ayat(l)
tercantum pada Lampiran XVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Badan Pelalisana Penyuluhan Pertanian. Perikanan dan Kehutanan

Pasal 100

' t Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud
Pasal 2 ayal (2) huruf D angka 4, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

l) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud
ayat (l), mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Pasal l0l

{--ntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 100 ayat (2), Badan Pelaksana
Fenyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan tnenyelenggarakan fungsi :

e. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan perlanian, perikanan dan kehutanan;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penyuluhan

perlanian, perikanan dan kehutanan;
r. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan penanian, perikanan dan

kehutanan;
J, Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 102

12) Susunan organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Peftanian, Perikanan dan Kehutanan
sebagaimana dimaksud Pasal 100 ayat (l), terdiri dari :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat terdiri dari :

1) Sub Bagiar Umum;
2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

c. Bidang Programa dan Inion-nasi Penl'uluhan terdiri dari :

I ) Sub Bidang Prograna Pc'nl uluhan:
l) Sub Bidane Iniorn:-.r l:: Pencembancan SD\I Penvuluhan:



d. Bidang Saran4 Prasarana dan Kemitraan Penyuluhan terdiri dari :

1) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Penlrlluhan;
2) Sub Bidang Kemitraan Penyuluhan.

f. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);

g. Kelompok.Iabatan Fungsional.

I ) Bagan susunan organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran XIX dan merupakan bagian yang

tidak temisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Badan Ketahanan Pangan dan Penanaman Modal

Pasal 103

r Badan Ketahanan Pangan dan Penanarnan Modal sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2)

huruf D angka 5, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan

bertanggungj awab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

lr Badan Ketahanan Pangan dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud ayat (l),
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

ketahanan pangan dan penanaman modal.

Pasal 104

.-.;.luk 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 103 ayat (2), Badan Ketahanan Pangan

:.:r Penanaman Modal rnenyelenggarakan fungsi :

, Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan penzuraman modal;

: Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan

pangan dan penanaman modal;

: Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan dan penanaunan modal;

: Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 105

Susunan organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penanaman Modal sebagaimana

limaksud Pasal 103 ayat(1), terdiri dari :

.1. Kepala Badan;

b. Sekretariat terdiri dari :

3) Sub Bagian Umum;
4) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

.. Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari :

i) Sub Bidang Ketersediaan;
2) Sub Bidang Distribusi dan Konsumsi.

l. Bidang Penanaman Modal terdiri dari :

1) Sub Bidang Promosi dan Kerjasama:
?) Sub Bidang Investasi.

.. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);

:' Kelompok Jabatan Fungsional.

- 3agan susunan organisasi BaJal Ke:eha::-.. Pa-ngan dan Penanalnan lvlodal sebagaimana

::naksud a)'at (1) terca:r:un l"L ':::.::::t XX dan merupakan bagian yang tidak
::-isahkan dari PeraL::ar D:::.h :::



ilt

Bagian Keenam
Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa

Pasal 106

. r Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf D angka 6, dipimpin oleh
seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

I r Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan
pen)'usunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keluarga berencana, pemberdayaan
perempuan, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Pasal 101

'-.:tuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (2), Badan Keluarga
3',-rerc&r13, Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
:.:nvclenggarakan fungsi :

. Perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana, pemberdaya:rn perempuan,
pemberday aan masyarakat dan pemerintahan desa;

: Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keluarga
berencana, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;

- Pernbinaan dan pelakszuraan tugas di bidang keluarga berencana, pemberdayara perempuan,
pemberdayaan masyarakat dan pemeri ntahan desa ;

: Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pa;al 108

. , Susunan organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (l), terdiri dari :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum;
2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

c. Bidang Keluarga Berencana terdiri dari :

1) Sub Bidang Pembinaan Keluarga Berencana;
2) Sub Bidang Keluarga Sejahtera.

d. Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :

i ) Sub Bidang Peranan Perempuan;
2) Sub Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.

e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :

I ) Sub Bidang Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat;
2) Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Gtrna.

f. Bidang Pemerintahan Desa terdiri dari :

1) Sub Bidang Tata Pemerintahan Desa;
2) Sub Bidang Sumber Daya dan Pendapatan Desa.

g. Urut Pelaksana Teknis Badan (UP'IB);
h. Kelornpok Jabatan Fungsional.



Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (l)
:ercantum pada Lampiran XXI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
)aerah ini.

Bagian Ketujuh
lladan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana

Pasal 109

tsadan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud Pasal 2
:r at (2) huruf D angka 7, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan
rertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- 3adan l.ingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud ayat (1),
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
,ingkungan hidup dan penanggulangan bencana.

Pasal I l0

.:jt melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 109 ayat (2), Badan Lingkungan Hidup
:.,:, Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan penanggulangan bencana;
: Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup

Jan penanggulangan bencana;

- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup dan penanggulangan
bencana;

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sestiai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 1 I 1

Susunan organisasi Badan Lingkungm Flidup dan Penanggulangan Bencana sebagaimana
Jimaksud Pasal 109 ayat (1), terdiri dari :

a. Kepala Badan;

c. Sekretariat terdiri dari :

l) Sub Bagian Umum;
2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

;. Bidang Amdal dan Penaatan Hukum Lingkungan terdiri dari :

i) Sub Bidang Amdal dan Sertifikasi;
2) Sub Bidang Penaatan Hukum Lingkungan.

d. Bidang Pengendalian Lingkungan terdiri dari :

I ) Sub Bidang Pengendalian Pencemaran;
2) Sub Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi.

e. Bidang Penanggulangan Bencana terdiri dari :

1) Sub Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana;
2) Sub Bidang Paska Bencana.

i. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);

r. Kelompok Jabatan Fungsional.

[]agart stlsunalt organisasi lladan Lingkungan l'tidup diur Penanggulangan lJencana
sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran KXII dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Bagian Kedelapan
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Pasal i i2

1) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf D
angka 8, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

l) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai tugas

rnelaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan dan

arsip daerah.

Pasal I 13

L-ntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2), Kantor Perpustakaan dan

{rsip Daerah menyelenggarakan fungsi :

ti. Perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
r. Pemberian dukungan atas penyelenggaraaur pemerintahan daerah di bidang perpustakaan,

arsip dan dukumentasi;
J. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal I 14

i,1 Susunan organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana dimaksud Pasal

1 12 ayat ( 1 ), terdiri dari :

a, Kepala Kantor;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Pelayanan dan Informasi Perpustakaan;
d. Seksi Pembinaan dzrn Pengembangan Perpustakaan;
e. Seksi Arsip;
f. Kelompok Jabatan Fmgsional.

l) Bagan susunan organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana dimaksud
ayat (1) tercantum pada Lampiran XXIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Kantor Pelayanan Terpadu

Pasal i 1 5

. Kantor Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf D angka 9,

dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah.

: Kantor Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi dan penyelenggaraan serta pelayanan administrasi di bidang perizinan secara

lerpadu dengan prinsip koordinasi. integrasi, sinkronisasi, simflikasi dan keamanan.

I'a.sal I l(r

..::,.ik melaksanakan tuia-i ser:;:::.::"::::rirsui Pasal 115 ayat (2), Kmtor Pelayanan
- ; :: adu rne nr e le n ggara-\a: :; : -: l



ill

fr

-l Setiap pimpinan saruan organisasi rvajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung
jawab kepada atasan masing-ma sing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diglah
dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk

memberikan peh-rnjuk kepada bawahan.

Dalam penyarnpaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib
disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan

kerja.

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam

rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat

berkala.

f)

BAB XII
KETENTUAN LAIN _ I-AIN

Pasal 153

I ) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut

dengan Peraturan Bupati.

I r Bupati melalui satuan kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi melakukan

pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan organisasi Perangkat Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 154

. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang

nterupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2005 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah

Tahun 2005 Nomor 02 Seri D Nomor 01) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dengan ketentuatt dalam Peratwan Daerah ini.

- Peraturan pelaksanaan dan atau penyesuaian atas Peraturan Daerah ini ditetapkan selambat-

lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 155

:,:: saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perafuran Daerah Nomor 02 Tahun 2005 tentang
: -::'lentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran

, .::ah Tahun 2005 Nomor 02 Seri D Nomor 01) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal I 56

.v-ang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang

teknis pelaksanaanny'a akan diatur lebih lanjut dengar Peraturan Bupati.
-. - hal
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.':::r^;s'.rnan pro;::::. (.--":.-: ?:.:1 aran Terpadu:
P.' itr el enggaraan pei zi r ;:..
I : I ak sanaan koo rdi n es i proses pel a1'anan pe ri z-i nan ;

? : I ak sanaan adnrini strasi pelay anan pcri zi nan;
P e manlauan dan e val uas i pelaksanaan perizi nan ;

P:iaksanaan tugas lain yang dibcrikan oleh llupati sesuai dengan tugas darr fungsinya. 
.l

Pzrsal 1 17 ''\'
{'.^

.::.ria Kantor Pelayanan Terpadu mempurlyai kewenangan menandatangani perizinan atas

-r-" dan dengan pendelegasian dari Bupati.

Pasal 1 i 8

. Susunan organisasi Kantor Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud Pasal 115 ayat (l),
terdiri dari :

a. Kepala Kantor;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Pelayanan Perizinan;
d. Seksi Pelayanan Non Perizinan; /
e. Seksi Pengendalian, Pengaduan Masyarakat dan Informasi;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

l, Bagan susunan organisasi Kantor Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud ayat (1)

tercantum pada Lampiran XXIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

Bagian KesePuluh
Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

I'asal 1 19

1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat

(2) huruf D angka 10, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan

bertangggngj awab kepada Bupati melalui Sekretari s Daerah.

l) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1),

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

kesatuan bangszt, politik dan perlindungan nlasyarakat.

Pasal 120

-ntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 119 ayat (2), Kantor Kesatuan Bangsa

lan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan lirngsi :

3. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatua-rr bangsa, politik derr perlindungan masyarakat;

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa,

politik dan perlindungan masyarakat;

c. Pembinaan dan pelaksaniun tugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan

masyarakat;

.1. Pelaksiinaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 121

i l) Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana

dimaksud Pasal 179 ayat (1), terdiri dari :

a. Kepala Kantor;
b. Sub llagian Tata Usaha;



: Seksi Kesatuan Bang'a .ja;r Poiitik;
: Seksi Perlindungan \lasyarakat;
- ^{elompok Jabatan Fungsional

::5J susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Periindungan Masyarakat
,::,gaimana dimaksud ayat (l) tercantum pada Lampiran XXV dan merupakan bagian yang
:I.: ierpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Iturnah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah

Pasal122

:.-:.ah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat
I nuruf D angka I l, dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan

: ::jrqgungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

:.-;:r:-h Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah sebagaimana dimaksud ayat (1),
-'::'.Dun)'ai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
:.: :'..1nan kesehatan.

Pasal 123

::iaksanakan tugas sebagimana dimaksud Pasal 122 ayat (2), Rumah Sakit Umum
--: -.-. J.rkter Rubini Mempawah menyelenggarakan fungsi :

. ;r-rrruSil1 kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
::rerian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan

":=ehatan;
:.:rbinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan;
::..{sanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan firngsinya-

Pasal 124

) --:dian organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah sebagaimana

- :.:-\sud Pasal 122 ayat (1), terdiri dari :

- )rrekturl
- 3:gian Tata Usaha terdiri dari;' Sub Bagian Umum;

I Sub Bagian Kepegawaian;

-., Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

: 3:Jang Pelayanan terdiri dari :

. , Seksi Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Darurat;
I Seksi Pelayanan Rawat Inap dan Rawat Intensif.

- 3iJang Penunjang terdiri dari :

l, Seksi Penunjang Medik;
-:, Seksi Penunjang Non Medik.
Qi ron,r Do.^o..d3]ian terdifi dafi :

. ; Seksi Sistem Informasi dan Humas:
: Seksi Rekam Medis, Audit Klinik. Akreditasi dan l-itbang.

' lc)ornpok Jabatan Fungsional.

::=:: susunan organisasi Ruma: S:-':;l L'n:i-;i Daerah Dokter Rubini Mempawah
::::ga.imena dimalisud alat iir ie:cni'.;;:: :;.1.r L*tpiran XXVI dan merupakan bagian

'--: :lCr.\ temisahkan da:i Pe:::-::::. )''-':---. ':..



Bagian Keduabelas
Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal I 25

( 1) Unit Pelaksa,na Teknis Badan dapat dibentuk berdasarkan kebufuhan melalui analisis beban
kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(2) Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara operasional dikoordinasikan oleh
Camat.

i3) Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Unit Pelaksana Teknis tertentu yang mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, yang
mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

i-1) Unit Pelaksana Badan terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian fata Usaha dan kelompok jabatan
fungsional.

BAB VII
SATUAN POI,ISI PAMONG PRAJA

Bagian Kesatu
Kedudukan. Tusas dan Funssi

Pasa] 126

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan di bawah dan
bertangungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal127

Satttan Polisi Parlong Praja mempunyai tugas menrelihara dan menyelenggarakan ketenteramar
::-n ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Penrfuran Bupati danlatau ketentuan
jacrah lainnya.

Pasal 128

*'ntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 127, Satuan Polisi Pamong Praja
r-iempunyai fungsi:
:. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umull, penegakan

Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan/atau ketentuan daerah lainnya;
:. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenhaman dan ketertiban umum

di daerah;

: Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan/atau ketentuan
daerah lainnya;

: Pclaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dengan
aparat Kepolisian Negara. Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) dan/atau aparatur lainnya;

- Pengawasan terhadap masl arakat agar mematuhi dan mentinti Peraturan Daerah, Peraturan
Bupati dan/atau ketentuan ciae m.r la.rnnl a:

' Pelaksanaan iugas lain r::l::'i:::s:: ,:lel-. Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya



Bagian Kedua
Susunan Orsanisasi

Pasal 129

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud Pasal 127 terdiri
:.fi :

,. Kepala;
: Sub Bagian Tata Usaha ;

;. Seksi Operasi dan Pengendalian;
: Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. Seksi Pembinaan Personil dan Kesamaptaan;
:. Kelompok Jabatan Fungsional.

- 3agan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud ayat (l)
::rcantum pada Lampiran XXVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

?eraturan Daerah ini.

Pasal 130

- -: 3agian 'l'ata Usaha pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada Pasal 129

-. .'. (i) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
-:. .rrgurgjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 131

- ::.:. pada Satuan t'olisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada Pasal 129 ayat(1) huruf c,

" ---: ,J dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung

. . ': kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VIII
KECAMATAN DAN KELIJRAHAN

Bagian Kesatu
Kecamatan

Kedudukan, Tr:gas dan Fungsi

Pasal 132

..:-.:iaran merupakan wilayah kerja Camat, sebagai perangkat daerah Kabupaten dipimpin oleh

- -:-.:: y ang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 133

-:j:'.1: mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh
: -:,:: untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Pasal 134

:- -.: tugas sebagaimana dimaksud Pasal 133, Camat juga menyelenggarakan tugas umum

:-- -':lntahan meliputi :

- \iengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- \lcng.koordinasikan upa\a penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- ),lengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang - undangan;

- \fengkoordinasikan len-iel:naraan prasararla dan fasilitas pelayanan umun,
, ),{engkoordina-sili::. :c:'.:.::Sg-aan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan:

:|

i
&

$

il



il
,il

f
).

\ i e nrbina peny el e n gg.lraa3 Pem en nta-han D esa dan' atau Kel urahan.

- \lelaksanakan pela)'anan masl'arakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang

:elum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa atau Keiurahan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 135

Susunan organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 132 terdiri dari :

.:- Camat;
'r. Sekretariat Kecamatan terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum;
2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

;. Seksi Pemerintahan;
j Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
:. Seksi Kemasyarakatan;
: Seksi Ekonomi dan Pembangunan,

;. Kelompok Jabatan Fungsional.

- 3agan susunan organisasi Keceimatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada

-airpiran XXVIII d-an merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini'

Pasal 136

::..::',ariat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (l) huruf b, dipimpin oleh

..:,:::iE Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepa'da Camat

Pasal 137

::...-:. Seb&gaimana dimaksud pada Pasal 135 ayat (1) huruf c,huruf d, huruf e dan huruf f'

: : ::pin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

- r:-.::.

Pasal 138

- -- 3agian sebagaimana dimaksud Pasal i35 ayat (l) huruf b angka 1 dan angka 2 dipimpin

.. ,.J.-g Kefala Sub Bagian yang beracla di bawah dan bertanggungiawab kepada Camat

-. 'lui Sekretaris Kecamatan.

Bagian Ketiga
Kelurahan

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1 39

r-=.;"1an adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten yang dipimpin oleh

--:: 1'ang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat'

Pasal 140

. urah nteltlptm\al tugas nlenlelenggarakan urusan pcnlerintahzm, pembangunan dan

iena:l arakatan.

- Seiain melaiisanakan :.:J3s sebagaimana dimalisud pada avat (1), Lurah juga meiaksanakan

i^:-':-qan pemenn:ahr .'rg :iiimpahkan oleh Bup:i'



Pasal 1'1 I

- ,.:n melaksanakan ruga5 sebagaimana dimaksud Pasal 140, Lurah menlpunyaifungsi :

, Pelaksanaankegiatanpemerintahan;
- Pemberdayaan masyarakat;

: Pelay'anan masyarakat;
: Penyelenggaraiin ketentraman dan ketertiban umum;

. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

' Pembinaanlembagakemasyarakatan'

Bagian KeemPat
Susunan Organisasi

Pasal 142

' i Susunan organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal i39 terdiri dari :

a. Lurah;
b, Sekretariat Kelurahan;
c. Seksi Pemerintahan;
d. Seksi KemasYarakatan;
e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan'

I r Bagan susunan organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada

l,ampirzrn XXIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini'

Pasal 143

S:kretariat Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal i42 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang

Sekretaris yang berada di biwah dan bertanggungjawab kepada Lu1ah.

Pasal 144

Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, dipimpin oleh

ssorang Kelala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah'

BAB IX
ESELON PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Eselon Perangkat Daerah

Pasal 145

, i Jabatan struktural eselon II.a" yaitu Sekretaris Daerah.

li Jabatan struktural eselon [1.b, terdiri dari :

a. Asisteu
b, Sekretaris DPRD;
c. Kepala Dinas;
d. Kepala Badan;

e. Inspcktur:

-. r Jabatan struktural eselcr ill :. :::'iiri dari :

a. Kepala Kantor:
b. Camat:
c' KePala Bagiar: 

E^iur Pembantu:d. Sekretaris paCa D::-"- l':':' ---':=''-::" 'l-i' 'LSl

e. Direktur Run:a: S=-'-:--:-*-: - ------ i':'--' -



j .labatan struktural eselon III.b, terdiri dari :

r. Kepala Bidang pada Dinas dan Badan;

e. Kcpala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerzrh;

,:. Sekretaris Clamat.

: Jabatan struktural eselon IV.a. terdiri dari :

a. Lurah;

b. Keperla Seksi;

c. Kepala Sub Bagian;

d. Kepala Sub Bidang;
e. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan.

- Jabatzur struktural eselon IV.b, terdiri dari :

a. Sekretaris Kelurahan;

b. Kepala Seksi pada Kelurahan;
c. Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Tekais;

d. Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan;
e. Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan.

- .Tabatan struktural eselon V.a, terdiri dari :

:. Kepala l'ata Usaha Sekolah Lanjutan'l'ingkat Pertama;

:. Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah.

Ilagian Kedua
Kelompok Jabataur Fungsional

Pasal 146

Pada masing-masing Perangkat Daerah dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan
keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.

- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
?emerintahan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

: Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan
: i tetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- {elompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang
:itunjuk.

: --umlah tenaga fr.urgsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- ,'enis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (l) diatur berdasarkan
:eraturan perundang-undangan.

- {elompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peratwan perundangan-

-nJangan.

BAB X
STAF AHLI

Pasal 147

3upati dalam nrelaksalak3.ri i-qli:\: Japat dibantu staf ahli.

- S:;,i..\hli diangkat dan c.i:e::.::.::s::. r.3:. 3::r:: ian Peqarvai Negeri Sipil.



Pasal 1-18

::.ii ,A.hli mempunyai tugas memberikan telaahan mengeuai rnasalah Pemerintahan Daerah

:iS'.rai dengan bidang tugasnya.

Pasal 149

: Staf Ahli berada dan bertanggung jawab kepada Bupati dan dalam pelaksanaan tugasnya

seca.ra adm inistrati f diko ordinasi kan oleh S ekretari s Daerah.

-: Hubungan kerja Staf Ahli dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan

koordinasi.

I'}asal 150 ' .'.',/

S::i.Ahli terdiridari: ' ; : 1,,',','

' Staf Ahli bidang Hukum;
- Staf Ahli bidang Pemerintahan;

I Sta{' Ahli bidang Pembangunan;
_ Stal' Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
. Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan.

Pasal I 5 i

--i:rs Staf Ahli sesuai bidang adalah :

. StalAhli bidang Hukum mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai hukum.
- Staf Ahli bidang Pemerintahan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai

pcmerintahan.

- Staf Ahli bidang Pembangunan ntempunyai tugas memberikan telaahan mengenai

oembangunan.

- Sraf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber l)ava Manusia mempunyai tugas

ntemberikan telaahan mengenai kemasyarakatan dan sumber daya manusia.

. Sraf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan menlpunyai tugas memberikan telaahan mengenai

ekonomi dan keuansan.

BAB XI
TATA KERJA

Pasal 1 52

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan

, -rngsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam

.ingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah

Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-

:nrsing.

- seriap pimpinan satuan organisasi rvajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila
:erjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan

:.crattrran pcrundang-un.Jan gan.

>ctiap pirnltinan si.ttuan trr!iini:a:: rj::.rl-iJu;ti jauab trtcntitnpin dan mcngkoordinasikan

:auahan masin-g.-masing J:: :.:::i::.,::: :,:t:,::a,"i serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas

:arr ahan.



Pasal 157

:-:::uran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

:. -'r setiap orang mengetahuinya, memerintahkzrn pengundangzm

. -':'.tnrpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak'
Peraturan Daerah ini dengan

Ditetapkan di MemPawah
padatanggal 24-4-2008

BUPATI PONTIANAK,

ttd

AGUS SALIM

- :ndangkan di Mempawah
:=iatanggal 25-4-2008

SEKRETAzuS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK,

Ttd

SLINARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2OO8 NOMOR 1



PEN.IELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR 1 TAHUN 2OO8

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSTINAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PONTIANAK

I. UMUM

Ketentuan dalam Pasal 120 ayat ( 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tcntang Pcrnerintahan Daerah mengatur bnhwa Perangkat Daerah Kabupaten terdiri atas

Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan

Kelurahan. Ketentuan tersebut ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 128 ayat (2) yarlg

menetapkan bahwa Susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah

dengan memperhatikan faktor - faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 128 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 32 Tahgn 2004 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003

tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2007 padaprinsipnya memberikan arah dan

pedornan dalam menata organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebuturhan

dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan

simplikasi serta komunikasi antara pusat dan daerah.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaannya di Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 02

Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

Pontianak perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2007

dengan melaksanakan penataan kembal i kelembagaannya.

Dalam penataan kelembagaan, besaran organisasi perangkat daerah,

mempertimbangkan faktor keuangan, kebufuhan daerah, cakupan tugas yang harus

diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah

kepadatan penduduk, potensi daerah yang berkaitan dengan .lrusan yang ditangani, sarana dan

prasarana penunjang tugas.

Penataan kelembagaan ini juga dimaksudkan dalam rangka merumuskan Analisis

Jabatan dan Fungsi dari lembaga - lembaga yang baru dibentuk sesuai dengan kewenangan

yang dimiliki serta sebagai upaya pemberdayaan Perangkat Daerah otonom sehingga pada

akhirnya Daerah dapat iebih meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia'

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas



I

Pasal 4

Culiup jelas

Pasai 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasai 8

, Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas
:l

tr- rasal lu
'l

Cukup jelas

Pasal 1 1

Cukup jelas

Pasal 12

x Clukup jelas
t
f Pasal I 3
i1

Cukup jelas

?asal 14

Cukup jclas

Pasal 1 5

Cukup jelas

Pasal l6

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal i 8

Cukup jelas

Pasai 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup.ielas

Pasal 22

Cukup '':.'s



Pasa.l 23

Cukup jelas

Pasai 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

pasai 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pual 28

Cukup jelas

Pasa.l 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 3 I

Cukup jelas
:lil Pasal 32

Cukup.ielas

?.rsal 33

Cukup jelas

pasal 34

Cu.l.iup jelas
ntt,asal J)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

I Cukup jelas

: Pasal 39

Ctukup.jelas

Pasai 40

Cukup jelas

r; Pasal 1l
ii

Cukup.:^.:_.



Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Culiup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 5l

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasai 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas
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up

upu

u

u

ll

u

u

u

u

.U

.t

:L

:t

JPJ

rpj

rpj

rni-1, J

upj

upj

upj

up.

up.

up.

up

61

Cuku

62

Cuku

63

Cuku

Cuku

62

Cuku

63

Cuku

64

Cuku

65

Cuku

66

Cuku

67

Cuku

68

Cuku

69

Cuku

70

Cuku

'7 1

Cuku

l2

Cuku

/)
Cukr-

n^t+

Cukt

75

Cukt

76

Cukt

11

Cukt

78

Cukr

Cukr

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

?asal

?asal

Pasal

lasal

?asal

?:sal

?rsal

?asal

l:sal

?.,sal

,)::al

'-._^l
: 
- :-\.11



Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 8l

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasai 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasai 89

Cukup jelas

Pasal 90

Ayat (l)
Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam rangka efisiensi, jabatan Kepala Puskesmas (sebagai Kepala Unit
Pelaksana Teknis) tidak harus dijabat oleh pejabat struktural dan tugas

fungsinya dapat dilaksanakan oleh tenaga fungsional'

Ayat (3)

Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan Unit Pelaksana Teknis Dinas

adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung

berhubungan dengan pelayanan masyaraliat, sedangkan teknis penunjang

adalah melaksanakan kegiatan unfuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi

induknya.

Ayat (4)

Dalam rangka efisiensi, jabatan Kepala 'fata Usaha pada Sekolah Menengah

Kejrruan, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum
ticiak harus drjabat oleh pejabat struktr:ral dan tugas fungsinya dapat

dilaksanakan oleh tenaga fungsional.

?asal 91

Cukup jelas

Pisal 9l

Cuku;;ei;s



il
ffi

T
,lr

?-:,iai 9i

P.rsal

?esal

?asaI

Pasai

Cukup jelas

94

Cukup jelas

95

Cukup jelas

96

Cukup jelas

97

C-'ukup je las

I'asai 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

i)asal 100

Cukup jelas

Pasal l0l
Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

105

Cukup jelas

106

Cukup jelas

107

Cukup jelas

i08

Pasal

?asal

Pasal

l)asai

Cukup jelas

?asal I 09

Cukup ielas

P:rsal 1 10

C'ukup jclu:

Pasal I 1 1

Cukup.ie,..

P:sal 1 i:
L !t-- :.1



Pasal i 13

Cukup jelas

Pasal I 14

Cukup jelas

Pasal I l5

Cukup jelas

Pasal I l6

Cukup jelas

Pasal 117

Cul,iup jelas

Pasal 1 l8

Cukup jelas

Pasal I l9

Cukup jelas

Pasal 120

Culiup jelas

Pasal l2l
Cukup jelas

Pasal 122

Ctrkup jelas

Pasai 123

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal 125

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan Unit Pelaksana Teknis Badan

adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang semra larrgsung

berhubungan dengan pelayanan masyarakat, sedangkan teknis penunjang

adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi

induknya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal i 16

C:-r::: i:Ias



l'asat I z /

Cukup jelas

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129

Cukup jelas

Pasal 1 30

Cukup jelas

Pasal I 3 I

Cukup jelas

Pasal 132

Cukup jelas

Pasal 133

Cukup jelas

Pasal 134

Cukup jelas

I)asal 135

Cukup jelas

Pasal I 36

Cukup jelas

I)asal 131

Culiup jelas

Pasal I 38

Cukup jelas

Pasal 139

Cukup jelas

Pasai 140

Cukup jelas

Pasal 141

Cukup jelas

Pasal 142

Cukup jelas

Pasal 143

Cukup jelas

Pasal 14.+

Cukup _i.'l:a



Pasal 1,+5

Cukup jelas

Pasal 146

Cukup jelas

Pasal 147

Cukup jelas

Pasal I 48

Cukup jelas

Pasal 149

Clukup ielas

Pasal 1 50

Cukup jelas

Pasal 1 5 I

Cukup je las

Pasal 152

Cukup jelas

l)asal 153

Cukup jelas

Pasal 154

Cukup jelas

Pasal 155

Cukup jelas

Pasal 1 56

Cukup jelas

Pasal 157

Cukup jelas
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STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH

SEKRETARIS DAERAH

BAGIAN
KESEJAHTERAAN

RAKYAT

SUB BAGIAN
BINA SARANA

PEREKONOMIAN

SU8 BAGIAN
SISTEM

INFORMATIKA

SUB BAGlAN
KELEMEAGAAN

SUB EAGIAN
PENGENOATIAN

PERTANAHAN

SUB BAGIAN
KEBIJAMN SOSIAT
BUDAYA, PEMUDA
DAN OLAH RAGA

SUB EAGIAN
PENGOLAHAN

OATA

SU8 BAGIAN
KETATALAKSA.

NAAN

SUB BAGIAN
PENGEMgANGAN

KINERJA

ASISTEN I

f)iuodangkan di Mempawah
pada tanBsal 25 April 20O8

SEKRETARIS OAERAH KABUPATEN POI{TIANAK

TTD

SUNAATO

PONTIANAKLE

il nYi

I N I'( INI IANAX

I
I

EAGIAN
HUMAS

SU8 BAGIAN
PENGUMPUI.AN

INFORMASI

stJE tln(;tAN
Pt:i,{t}t tlt ln AN

BUPATI PONTIANAK

TTD

AGUS SALIM

Q!;,^""'

T
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NOMOft
IANGGAL

TENTANG

Diundangkan di MemPawah
pada tanggal 25 April 20O8

SEKRETARF DAEMH KABUPATEN PONTIANAK

tlnt lrnil Knlttl'n ll N l'()NllnNnK
1 TAHUN 2OO8

24 April 2008

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI PONTIANAK

TTD

AGUS SALIM

SEKRETARIS

BAGIAN
RAPAT, RISALAH

DAN PERSIDANGAN

SUB BAGIAN
RAPAT DAN

RISALAH

SUB BAGIAN
TATA USAHA DAN

KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN
PERLENC'XAPAN

DAN RUMAH
TANGGA

SUB BAGIAN
HUMAS.

DOKUMENTASI DAN
PERPUSTAKAAN
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TENTANG
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.24 Alrtrl ,f(X)t1

PEMBENTUKAN DAN

StrKSl

SARANA I)AN
PRASARANA S\IP

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAI DATRAII KAIJUT)AIF-N I)ONTIANN K

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN

StrKSl
PLN l)ll ) lK,\ N

\1ASYAILAKA'I

Diundangkan di MemPawan

pada tanggal 25 APril 20O8

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAX

TTD

- ;"." suNARTo

ri. .;E

BUPATI PONTIANAK

TTD

AGUS SALIM

se rAfrfRrnr

ir'n\

KEPALA

SL'I] I]ACIAN
PF,RENCANAAN I)AN

Kt:tJANGAN

SUI] I]AOIAN
Kl:P[GAWAIAN

ult).\NC
Ptr)ii)ll)IKAN Lt;AR

SI:KOLAt{

BID'{r'-(i
PI:NDIDIKAN SM:\ DAN

Sivl K

lllDAN(i
I'l,.Nt)ll)lK,\\ S F.KOI-A ll
Nlh\ lrN(iAll PI:.R-l ANIA

BIt)ANC
I'l:NI)ll)IKAN l K

I)AN SI)

St]KSI
KtiRIKtil.ti\,1.
PF-]\IBINN,\N

KESISWAAN i)AN
l-hNACA PlrNt)lDlKAN

S\IA DAN S\lK

Sl:KSl
K l.rP.lKt;l-tl Vl.

I'l: \'ltllN,\A N
K{:SlS\\ A.\N D.{\

I I:\ A( ;-\ PF-\l)ll)lKA\
S \,IP

Sl:K5l
Kl IR IKtil-LJtvl
PF-i\lBINI\AN

KESIS\\',AAN t)AN

f t:ru.\C A PF,NDt t)l K AN
.fN l)Ali sl)

SEKSI

PLNI)lt)IKAN:\NAK
USIA l)tNl

SEKSI

SARANA DAN

PRASARAN;\ SMA DAN
SNIK

Sf rKSl

SARANA I)AN
PRASARi\NA fK

D,\N SI)

i t I"4BARAN Ddltit?oiupottN PoNl IANAK

rAlruN'2e;fNoMoR i \.--,t.',
.' lsaunao.s+Vai 4€r\f ist' nt,

'- {,i

PONTIANAK
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{ rrundangkan di MemParvah

').)(J.r 
t.rnilSal 25 APril 20O8

SEKRFTARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

tt t,.titL,, tt tt t.r rtttt!.rti I

I lnl lt,N ,'o(,ll
24 Apnl 2008

, PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAFI KABUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN

BUPATI PONTIA}IAK

TTD

AGUS SALITI

' 
I l.r llll.,rll l,/ | |

N, )M( )li
I ANGGAI"
TENTANG

KEPALA

BIDANG

BINA KESEHATAN

MASYARAKAT DAN

SEKSI

KESEHATAN IBU DAN

ANAK

SEKSI

P:RLINDUNGAN DAN

FEMELIHAR-A,AN

KESEI.IATAN

SEKSI

FARMASI. MAKANAN

DAN I.TINUMAi'i

SEKSI

PERAN SERTA

MASYARA.KA.I

BIDANG

PENGENDALIAN PENYAKIT

DAN PENYEHATAN

SEKRETARIAT

SUB BA.GA}.I

KEPEGAWAIAN

BIDANG

PELAYANAN KESEHATAN

DAN GIZI



t/\MMl'il(/\ll v l't r(/\ltllr/\lJ lrl\t t(/\tt h/\trt,l.n tt t.l t'r rtltt/\lll\ll
NOMOfi I IA}IUN 2OOI]
TANGGAL . 24 Aprit 2008
TENTANG . PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Diundangkan di Mempawah
pada tanSgal 25 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAX BUPATI POI{TIANAK

TTD

AGUS SALIMATEN PONTIANAK

n aslinya

TEN PONTIANAX

TTD

SUNARTO

ta ll

KEPALA

EIDANG

TRANSMIGRASI, LATIHAN DAN

PENEMPATAN TENAGA KERJA

BIDANG

HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN

PFNGAWASAN TENAGA

SEKSI

HUBUNGAN INDUSTRIAL

DAN PERSYAMTAN KERJA

SEKSI

I-ATII-I,AN DAN

PRODUKTMITAS TENAGA

KERJA

SEKSI

HUBUNGAN PENGAWASAN

KETENAGAKERJMN

SEKSI

PENEMPATAN TENAC.A

KER"IA DAN PERLUASAN

KERJA

SEKRETARIAT

li""/-
lsEr(BFfi
li'F-
\s
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f.l( )l"l( )lt
iANii('At
I EN IANG

Diundangkan di Mempawah

pa(ja tanggal 25 APril 2OO8

S€KRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAX

TTD

SUNARTO

N PONTIANAK

asli nya

UM

t./\il l./\lltl|./. I I lt t.,,lllt/\ll,/\1.
I lnllt,N ,,(x)lJ

24 Aortl 2008
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGMT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN

BUPATI PONTIANAK

TTD

AGUS SALIM

KEPALA

SEKRETARIAT

SUB BAGIAI.I

U[4UM

BIDANG

ANGKUTAN PERAIRAN, UDARA

DAN TELEKOMUNIKASI

BIDANG

LA.L,U LINTAS DAN

ANGK'JTAN JALAN

SEKSI

AI']GKUTAN SUNGAI DAN

PENYEBERANGAN

OAN TETEKOMUNIMSI

SEKSI

KESELAI\lATAN

LALU LIT.ITAS JALAN

i(.ELotvl?OK JABAiAN

FUNGSIONAL

SEKSI

ANGKUTAN iALAI'l

PONTIANAK



l/\Ml'll(/\ll v{l l'l l(/\ltIr/\l,l l)l\l l{l\l I KnlrtI'/\ll l.] I'r )t.til,/\1.1,/\tr.
NOMOtt I IAIIUN 2OOIJ

TANGGAL 24 Aprit 2008
TENTANG . PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

- -=:=-'=:ie-=FF--..!rr{

KEPALA

SEKRETARIAT

SEKSI

DATA DAN INFORMASI

KEPENDUDUMN

SEKSI

PENYIMPANAN DAN

PERUBAHAN

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 25 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTTANAK

TTD

EUPATI PONTIANAK

TTD

AGUS SALIM
LE

T

SUNARTO

!rlnr.t

PONTIANAK



/rMl 'll.l/tl..,l Vlll I't li/\lt,li/\1.,1 lrl\l l.il\l lKnltt,ll'l\ll f.l l'( )l.lll/\tJ,\1..
NOMOR . I |AHUN20OB
IANGGAI- 24 April2008
TENTANG . PEMEENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KAEUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KEPALA

KELOMPOK JAEATAN
FUNGSIONAL

llll)Ar-!G
l):\RI\\'lS;\'i-r\

tsIi)ANU
KEI}UI)AYA,.\N

BIDANG
PEN,{LJDA DAN
OLAT]RAGA

SEKSI
PIJNGEMI]ANCAN

SIINI BLJDAYI\

SEKSI

KEPEMIJDAAN

SEKSI

t]INA IJSA}iA
Pr\RlWlSAl z\

SF-KSI

PEIVII]INAAN DNN
Pf:N4t:t-ltlARAAN

I Ei\4 PA'r
BI-RS[JARAII

StrKS I

OI-AT{ RAGA

SLJI] I]NGIAN
l. J Nl [_r fvl

SIJI] L]A(iIAN
PF,RI:,NCANAAN

DAN KETJANCAN

Pt N(;lrl\'{BANC/\N [),\N
PRON1OSI PARIWISA-]-A

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 25 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

TTD

SUNARTO

TEN PONTIANAK

aslinya

HUKUM

BUPAN PONTIANAK

TTD

AGUS SALIM

LEMB

PATEN PONTIANAK
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l.,lr )M( )li
IANG(]AI
TENTAN(

Diundangkan di Mempawah
pada tanS8al 25 April 2008

SEXRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

TTD

SUNARTO

TEN PONTIANAK

aslinya

HUXUM

,:tl t',\t tir..tt | ,.tit|| /..11 ll l,r,llltr..il/\l
I lnl lt,l'l .'(xrlr

24 April 200tJ
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGMT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM

BUPATI PONTIANAK

TTD

AGUS SALIM

KEPALA

SEKRETARIAT

STJB BAGIAN
KEPEGAWAIAN

SUB t]AGIAN
Pi:RENCANAAN

DAN KF,UANCAN

I]II)ANC
tiINA MARCA

BIDANG
CIPl'A KARYA

BIDANC
SUIV{BER DAYA

ntK

BIDANG
KEI]ERSILIAN DAN

PERTAIV'N NAN

S!,KSI

PIJMBANGTJNAN

SEKSI
PERUMAHAN DAN

PERMUKIMAN

SEKSI
IRIGASI DAN AIR

BAKU

SI:KSI
KEBEI].SI}IAN

ShKSI
PF-N4i:LItIARAAN

SEKST

TATA KOTA DAN
BANGUNAN

SEKSI
PENGEMBANCAN
DAITRAII RAWA

DAN PAN'I.AI

ShKSI
PI-RTAMANAN

e>r^1

PONTIANAK



I /'\Ml'llinlll X l'l l(n | littnN t)n t linl I

NOMOR
TANGGAL
IENTANG

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 25 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

TTD

SUNARTO

PATEN PONTIANAK

aslinya

HUKUM

KN UUI'N I LN I'ON I IANAK
1 TAHUN 2OOB

24 April 2008
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN. PERTAMBANGAN DAN ENERGI

BUPATI PONTIANAK

TTD

AGUS SALIM

KEPALA

SEKRETARIAT

StJI] BAGINN
PTJRENCANAAN DAN

KEUANGAN

BIDANG
INDUS]'RI

BIDANG
PtTRTAMBANGAn! DAN

ENERGI

SEKSI

INDUSTRI KF,CIT-

SEKSI
PERTAMBANCAN

UMU]V'

SI]KSI
INDUSI'RI N,IENENGAI{

DAN BI:SAR

St:KSI
I]NERGI

PONTIANAK



ln N(-,(;n L

I ENTANG

Diundangkan di Menlpawah
pada tanggal 25 April 2008

SEKRETARIS DAERAH XABUPATEN PONNANAK

TTD

SUNARTO

LIMBARAN DAERAH IGBUPATEN PONTIANAK
'I '.

TAHUN 2008 NOMOR.I
n asltnya

UXUM

SEKRETARIALoAII{l KA EN PONTIANAK

24 Apill 200u
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

SEKSI
fllNA US;\fl.\ D;\N

PRO\tOSI

BUPATI PONTIANAK

TTD

AGUS SALIM

KEPALA

SEKRETARIAT
KELOMPOi( JABAIAN

FUNGSIONAL

SL]B t]ACIAN
UN'IUNl

sl_iu BA(;1..\\
PERENCT\N"\A\ l)A\

KEI.JANGA\

BIDANC
USAH-A. KECII-.

N{ENENG,AT] DAN

BIDANC
PERDAGANGAN

SF-KSI

BIN,{ LJSAIIA
PF,RDACANGA\ DAN
Plll\l IllN.\An" P.{SAR

SEKSI
Bh-A IJS.AHA D.{N

PERN'lODAI-AN

KOPI:R.{Sl

SI:KSI
KELENIBAGAAN

StrKSl
PtTRIIODAL.AN

USAIIA KF-CIl, D;\N
\IINLNCAI I

SEKSI

PEN(i.\\\'ASAN t)r\N
PL-RLINDI-iNCAN

KO\-SUNIEN

Salinan sesua'id6i
KEPALA B/CIAN



/\Ml'lli/\ll (ll l'l l{n ltll{nlll)nl t{ntlKnlt[Jl 'n llNl'()NllnNnK
NOMOR :1TAHUN2008
TANGGAL . 24 April 2008

TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

K€PALA

SEKRT'TARIAI

StJB BAGIAN
UMIJM

SUt] BAGIAN
PERENCANAAN I)AN

KEIJANGAN

I]IDANG
TANAMAN

IIOI--TIKUI-'TTJRA

BIDN NG

PI:TI]RNAKAN DAN
KES\\'N N

SEKSI
PRODLiKSI

}{OT TIKUL-ILIRA

ShKSI
PROI)IJKSI

PLI'fTRNAKA^"

SEKSI
PI:RLINDUNGAT"

T,.\NANlAN PANGAN

SEKS I

PtrRl.lNl)UNCAN
I'-{NA!IAN

ilol_TtKt.rl IirR.'\

Sl:KSl
KtrSt:l{A1.\\

tl[\\'AN

SIKSI
Kt:LEi\{IJAGAAN
Pt:TANI-f ER\'\K

SEKSI
KEI-EiUI]AG-{AN
PETANI PANGAN

SEKSI
K ELt:IlB'\(iA,\\

PET-.\IiI

HCrL.TlKt rl_l I :R-,\

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 25 April 2@8

SEKRETARIS DAERAH

BUPATI PONNANAK

TTD

AGUS SALIM

KABUPATEN PONTIANAK

TTD

TO

PONTIANAK

(Lui

fu>Ed

PONTIANAK
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N0MOfi 1 tAt-{UN 2008
TANGGAL : 24 April 2008
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

KEPALA

BIt)ANG
I'ERIKANAN ]'ANCKAP

I]IDANC
PERIKANAN t]Ut)I

DAYA

t]ID^NC
PTJNCEMBANCAN

PESISIR DAN
KILAUl'AN

SEKSI

PROI)UKSI PERIKANAN
-TAN(IKAP

SEKSI
PRODUKSI

PERIKANAN BUDI
DAYA

SEKSI

PEN(l F-IvIBANGAN

WIt.AYAI I PtrSl^SlR

SITKSI

I-}INA USA}IA PERIKANAN
TANGKAP

Si]KSI
BINA USAII,.\

PERIKANAN BUDI

StrK Sl

SI.JN,II]ER I)AYA
KI]LALITAN

SEKRETARIAT

SUI} B,\GI,{N
PERENCAN,,T\N DAN

KEUANGAN

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 25 April 20O8

s€KRETARIS DAERAH XABUPATEN PONTIANAK

TTD

L€ PONTIANAK

aslinya

BUPATI PONTIANAK

TTD

AGUS SALIM

a\NOMOR 1
'.1,r-*..s.lina

I i\;\r:),;
t-.}--

T

TEN PONTIANAK



lr'\l!rt'lll/rtJ r'.lV l't ti/\ll.)l{nN l)nl l(nll Knli(ll 'All N l'()l{llnN/\l\
NON4OR 1 TAHUN 2OO8

TANGGAL 24 April 2008
TEI.JTANG . PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEI'J PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTA.NAN

BIDANG

KEHUTANAN

SEKSI

PRODUKSI OAI] USAiT,(

KgHUTANAN

SEKSi

PENGA[Ii'I']AN DAN

PEREDARAN HASIL HUTAN

SEKSi

PENAI,AA.N DAN

PENGEMBANGAN KAWASAN

Diundangkan dl MemPawah

pada tanggal 25 April 2008

SEKREIARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

TTD

5UNARTO

t[MEARAN DAERhH KABUPATEN PONTIANAK

TAHUN 2OO8 NOMOR I

Salinan sesual

KEPALA

BUPATI PONTTANAK

AGUS SALIM

KEPALA

BIDANG

PERLINDUNGAN TANAMAN

PERKEBUNAN DAN

SEKRETARICT

SEKREIASlAI_D.AE!{Hl PONTIANAK



I LN IANTJ

K.E i-Ot\,'IPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SEKSI

PAJAK DAERAH

SEKSJ

RETRIBUSIDAN

PENDAPATAN DAERAH

LAINNYA

Diundangkan di MemPawah
pada tanggal 25 APril 2008

SEKRETARIS OAERAH KABUPATEN PONTIANAK

TTD

SUNARTO

ATEN PONTIANAK

dengan aslinYa

HUKUM
TEN PONTIANAK

. l /\l 'r ll .'r r( ,rr

, I'LMIJLN I UKAN DAN SUSUNAN OITCANISASI I)LI{ANLjKA I IJALRAI'I KAEUF'A I LN I'ON I IANAK

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET D,AERAH

BIDANG

ANGGAMN DAN

PENATAUSAHAAN

BUPATI PONTIANAK

TTD

AGUS SALIM

KEPALA

SU8 BAGIAN

PERENCANAAN DAN

KEUANGAN

SUB BAGIAN

KEPEGAWAIAN

BIDAI.IG

PENDAPATAN

rettld

s';EK4



I /\Mt'ilrnN xvt l't linIL,ttnN unt:t.(nil KntJUt)At LN t'()NItnNAK
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

Diundangkan di Mempawah
pada tanSgal 25 April 20O8

SEXRETARIS DAERAH IGBUPATEN PONTIANAK

TTD

SUNARTO

PATEN PONTIANAK

aslinya

UM
,TEN PONTIANAK

1 TAHUN 2OOB

24 April 2QOB

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTOR.AT KABUPATEN

BUPATI PONTIANAK

TTD

AGUS SALIM

INSPEKTUR

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SEKRETARIAT

SUB BAGIAN
UMUM

SUB BACIAN
PERENCANAAN DAN

KEUANGAN

SUB BAGIAN
EVALUAS DAN

PELAPORAN

INSPEKTUR PENIBANTU

WILAYAH I

INS PEK'|LIR Pt:M BANTU
\\,II-AYAII II

INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH III

SEKSI

PENGAWASAN BlDANG
PEMBANGUNAN

SEKSI
PEN(;AWASAN BIDANG

PEIvIBANCitJNAN

SEKSI
PF,NGAWASAN BIDAN(;

PET\,IBANGUNAN

SEKSi

PENGAWASAN BIDANG
PEMERINTAHAN DAN
KEMASYARAKATAN

SIKSI
PENGAWASAN BiDANG
PEMtiRlNl'AllAN DAN
KEMASYARAKATAN

SEKSI

PENGAWASAN BIDANG
PEM€RINTA}TA-N DAN
KEMASYARAKATAN



| /\Mt ilrl\t.l rvil t'l t(/\lt,l(,/\N lrnl l{/\ll }\nltt,|'n tt N l'()NltnN,/\t\
NOMOR . lTAHUN2OOB

TANGGAL . 24 April2008
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KEPALA

KEI. OMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SEKRETARIAT

SUB BAGIAN
PF-RENCANAAN DAN

KEUANGAN

SUB BAGIAN
UIUUM

BIDANG
EKONOMI

I]IDANC
SOSIAL BUDAYA

BIDANG
FISIK. PRASARANA DAN

TATA RI.JANG

BIDAN(;
PENGENDALLAN. STATISTIK

DAN I-ITBANG

SUB BIDANG
EKONOMI I

SUB BIDANG
PENDIDIKAn'. AGAMA

DAN KESE}IATAN

STJt] I]IDANG
FISIK DAN

PIIASARANA

SUB BIDANG
PENGENDALIAN

SUB I]IDANG
STATISTIK DAN

I-ITBANG

SUB BIDANG
EKONOMI II

SUB T}IDANG
PEIVIERINTAIiAN DAN

KESEJA}TfERAAN
SOSTAL

SUI] BIDANC
TATA RUANG DAN

LINGKUNGAN HIDUP

Diundangkan di Mernpawah
pada tanggal 25 April 2008

STKRETARIS OAERAH KASUPATEN PONNANAK

TTD

I ,, . -\- SUNARTO

LEMEARAN OAEMH KABUPATEN PONTIANAK

TAHUN 2OO8 NOMOR 1 ".
Salinan sesuai

KEPAIA EAG

BUPATI PONTIANAK

TTD

AGUS SALIM

gan aslinya

SEKRFTARTAT DAE



l/\Ml 'll(/\lJ .{Vlll l'l l(Alt,l(nN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG .

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 25 April 20O8

SEKRETARIS DAERAH I(AEUPATEN PONTIAIIAK

TTD

STJNARTO

TEN PONTIANAK

asli nya

XUM

t)nt l{nl I K-/\Lrt,l'n I t N l'( )l'l I I^NAK
1 TAHUN 2OOB

24 April 2008
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGMT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

BUPATI PONTIANAK

TTD

AGUS SALIM

KEPALA

EIDANG

PENGADMN, MUTASI,

KEPANGKATAN PEGAWAI

BIDANG

PEMBINAAN, PENSIUN DAN

}NFORMASI PEGAWAI

BIDANG

PENGEMBANGAN DAN

P EN DAYACdJ NAAN APAMTUR

PONTIANAK



BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

KEPALA

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN

PERENCANMN

DAN KEUANGAN

BIDANG

SAMNA, PRASARANA DAN

KEMITRMN PENIYULUHAN

SUB BIDANG

SARAM DAN PMSAMNA
PENYULUHAN

SUB BIDANG

PROGMMA PENYULUHAN

SU8 BIDANG

INFORMASI DAN

PENGEMBANGAN SDM

PENYULUH

| /\1./ll ll:/\l l ,' l. l l l ( r\ l
1 IAI-luN 2008

24 Aprtl 2008
NOMOR
TANGGI
TENTAN PEMBENTUKAN DAN

Diundangkan di MemPawah

pada tanggal 25 April 2008

SEKRETARIS DAERAH XAEUPATEN POMIANAX

TTD

SUNARTO

TEN PONTIANAK

aslinya

HUKUM

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGA,NISASI

BUPATI PONTIANAK

TTO

AGUS SALIM

TEN PONNANAK



l/\Ml'll(/\lJ /.f. l'l lt/\l(,li/\l 1l,r\l l{/\lll'./\l1t,t'l\rr l.ll'(,trtr/\tll\r'
NOMOR l IAHUN 2OOS

TANGGAL '. 24 April2008
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENANAMAN MODAL

KEPALA

SUB EAGIAN

PERENCANAAN

DAN KEUANGAN

SUB BIDANG

DISTRIEUSIDAN

KONSUMSI

Diundangkan di MeroPawah
pada tanggal 25 APril 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONRANAK

TTD

SUNARTO

ATEN PONTIANAK

aslinya

HUKUM
TEN PONTIANAK

BUPATI PONTIANAK

TTD

AGUS SALIM

/i +-Fr
I I "r; -c5*t,



LAMPIRAN XXIX PERATURAN DAEMH KABUPATEN PONTIANAK
NOMOR .. 1 TAHUN 2OOB

TANGGAL
TENTANG

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 25 April 2OO8

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTTANAK

TTD

2a Apnl 2008
PEMBENTUMN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGMT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI

KELURAHAN

KABUPATEN PONTIANAK

BUPATI PONTIANAK

TTD

AGUS SALIM

LURAH

KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

SEKSI
KEMASYARAKATAN

SEKSI
EKONOMI DAN

PEMBANGUNAN

aslinya



LAMPIRAN XXVII PERATURAN DAEMH KABUPATEN PONTIANAK
NOMOR ' 1 TAHUN2OOB
TANGGAL 24 Aprit 2008
TENTANG . PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 25 April 2008

SEKRETARIS DAf RAH KABUPATEN PONTIANAK
BUPATI PONTIANAK

TTD

AGUS SALIM
TTD

SUNARTO

LEMMRAN 9AERAH KAEUPATEN PONTIANAK

TAHUN 2OO8 NOMOR 1.

Salinan sesui an aslinya

KEP,JIA{A6!^ HUXUM
S€KRETARIAT DAIIAHJ(A 'EN PONTIANAX

KEPALA

SEKSI

OPERASI DAN

PENGENDALIAN

SEKSi

PENEGqKAN PER^TURAN

DAERAH DAN PERATURAN

BUPATI

SEKSI

?EMEINAAN PERSONTL

DAN KESEMAPTMN



LA[,!PIRAN XXVIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
NOMOR
IANGGAT
TENTANG

1 TAHUN 2OOB

24 April2008
PEMEENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI

KECAMATAN

CAMAT

SEKRETARIAT
KECAIiATANKELOMPOK JABATAN

FUNGSIOML

SUB BAGIAN
UMUM

SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN

KEUANGAN

PEMERINTAHAN

SEKSI
KETENTMMAN DAN
KETERTIBAN UMUM

SEKSI
KEMASYARAKATAN

SEKSI
EKONOMI DAN

PEMBANGUNAN

DESA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 25 April 2@8

SEKRETARIS OAERAH KABUPATEN PONTIANAI(

TTO

BUPATI PONTIANAK

TTD

AGUS SALIM



Ll\Ml'll(l\N x,(l I'Llv\l Lrl<nN
NOMOR
TANGGAT
TENTANG

IJAI_I{,AI I K/\TJU}'A I LN I'ON I I/\NAK
: 1 TAHUN 2OOB

: 24 April 2008
: PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI

BUPATI PONTIANAK

TTD

AGUS SALIM

BADAN KELUARGA BERENCANA. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Diundangkan di Mempawah
gada tanggal 25 April 2OO8

SE(RETARIS DAERAH IGBUPATEN POT{TIANAK

TTD

..'': '.":-' . 'suNARTo
LEM,4ABAN DAEMH KABUPATEN PONTIANAK

n aslinya
XUM

N FONTIANAK

KEPALA

SUB BAGIAN

PERENCANAAN DAN

KEUANGAI.I

BIDANG

PEMBERDAYMN
I,IASYARAKAT

SUB I]IDANG

KESEJAHTERMN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

EKOOIOi,|I MASYARAi(AT

I)AN TEKNOTOGI TEPAT

GUNA

TAHUN 2OO8 NOMOR 1 '



| /\tsl.fti/\lt | ' il l t t,r\trlr{/\ll lrl\t rir\ll l'./\lltrl'/\ll l{ l't )llll/\lll\l'.

NOMOR l TAHUN 2OOB

TANGGAL 24 APril 2008
TENTANG PEMBENTUMN DAN SUSUNAN ORGANISASIPERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENANGGULANGAN BENCANA

KEPALA

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN
PERF-NCANAAN DAN

KEI.J,{NGAN

t}IDANC
I'EN(i[..n- DAl.lAN

t-INCKTJNGAN

I]IDANG
PENANGCI.II,AN(]AN

BENC]ANA

I]IDANG
AMDAL DAN

PF]NAATAN IIUKUM

SUB BIDANG
PENCECAHAN DAN
PENANC'cULANCAN

SUB BIDANG
AMI),,\I- DAN
SER'TIFIKASI

SUB tsIDAN(;
PFNGENDAI-IAN
Pl-.N('lrl''lA RAN

sut) lltDAN(i
PllN(;lrNl)Al.lAN

KtrRl.lSAKAN I)AN
KONSIJRVASI

SUB BIDANG
PASKA BENCAIVA

SUB t]IDANG
PEn-AATAN

IIUKUM
I-INCKUNGAN

Diundangkan di MemPawah
pada tanggal 25 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAX

TTD

SUNARTO

PATEN PONTIANAK

n aslinya

N PONTIANAK

BUPATI PONTIANAK

TTD

AGUS SALIM

li t.f-'-----..*'
i 's--rl,a=rr-AntEr



LAMPIRAN XXII PERAIURAN DAERAH I<ABUPATEN PONTIANAK
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

Diundangkan di MemPawah
pada tanggal 25 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

TTD

SUNARTO

1 TAHUN 2OOB

24 April 2008
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENANGGULANGAN BENCANA

BUPATI PONTIANAK

TTD

AGUS SALIM

KEPALA

BIDANC
I'}ENG[.,i.-DA[.lAN

I-INCKIJNG,A,N

BIDANC
PENANGGUI,ANGAN

BENCANA

BIDANG
AMDAL DAN

PhNAATAN IIUKIJM

SUB BIDANG
PENCEGAHAN DAN

PENANC'(;TJI-ANCAN

SUB BIDANG
AMDAL DAN
SERTIFIKASI

SUB tsIDANG
PhNGtiNDAI-lAN
PTJNCI]N,IARAN

SUi] I]IDANC
PLlNGENDALIAN

KERI.JSAKAN T]AN

KONSERVASI

SUB BIDANG
PASKA BENCAnvA

SUB BIDANG
PEn\AATAN

TIUKIJM
I-INGKUNGAN

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN
UMtI\{

SUB BAGIAN
PERIiNCANAAN DAN

KI]iJ.\NGAN

TEN PONTIANAK

PONTIANAK



LAMPIRAN XXIII PERATURAN DAERAH MBUPATEN PONTIANAK
: ,I TAHUN 2OO8

24 April2008
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Diundangkan di MemPawah
pada tanggal 25 April 2008

SEKRETARIS DAERAH XABUPAT€N PONTIANAK
BUPATI PONTIANAK

TTD

AGUS SALIM

aslinya

HUKUM
TEN PONTIANAK

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

TTD

SUNARTO

KEPALA

SUB BAGIAN
TATA USAHA

SEKSI
PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN
PERPUSTAKAAN

SEKSI
PELAYANAN DAN

INFORMASI
PERPUSTAKAAN



LAMPIRAN XXIV PERATURAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
1 TAHUN 2OO8

24 Apnl 2008
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI T,ERANGKAT DAI:RAI1 KABTJPAI IN PONT IANAK

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN TERPADU

Diundangkan di MemPawah
pada tanggal 25 APril 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

TTD

SUNARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

IAHUN 2OO8 NOMOR 1

BUPATI PONTIANAK

TTD

AGUS SALIM

Salinan sesu4i dengan aslinYa

KEPALA y'Ren$;nuxutvt

SEKR ETARIAT DAEy'AH KAq'UtarEN PONTIANAK

I pg.-

KEPALA

SUB BAGIAN
TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKSI
PENGENDALIAN,

PENGADUAN
MASYARAKAT DAN

INFORMASI

SEKSI
PELAYANAN NON PERIZINAN

SEKSI
PELAYANAN PERIZINAN

7-
AND



LAMPIRAN XXV PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
NOMOfT : 1TAHUN2008
TANGGAI, : 24 April2008
IfNTANG PI-MBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANI:]ASI I'( I{NN(;KAI t)NF[iAII KNEUI'N It N I'ONIIANNK

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDLJNGAN MASYARAKAT

[)irrrrdangkan di Mempawah
pad.r tanggal 25 April 20O8

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

TTD

SUNARTO

BUPATI PONTIANAK

TTD

AGUS SALIM
LEMBARAN,:

TAHUN
TEN PONTIANAK

aslinya
HUKUM

TEN PONTIANAK

KEPALA

KEI,OMI'OK.JA8A'iAN

f-UN(;sloNAL



LAMPIRAN XXVI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
NOMOR . 1 TAHUN2OO8
TANGGAL 24 Aprii2008
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGAN]SASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBINI MEMPAWAH

Diundangkan di MemPawah
pada tanggal 25 April 2O08

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

TTD

SUNARTO

BUPATI PONTIANAK

TTD

AGUS SALIM

LEMBARA|\r, Oog*o"i *Oe

TAHUN 2OOB NOMOR 1,''" Salinan se

N PONTIANAK

n aslinya

TEN PONTIANAK

KELOIv'IPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SUB EAGIAN

KEPEGAWAIAN

SEKSI

PELAYANAN MWAT
DAN MWAT DARUMT

SEKSI

REKAM MEDIS, AUDIT

KLINIK, AKREDITASI DAN

LITBANG

SEKSI

PELAYANAN MWAT INAP

DAN MWAT INTENSIF

SEKRFTARIAT DAE


